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MOTTO 

قَ وْلًً   وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّقُوا اللَََّّ وَلْيَ قُولُوا

 سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan 
setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. 
Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang 

benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)” 

 (QS. [4] an-Nisa’: 9)1 

  

 
1 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya 

Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama nomor 158/1987 dan Menteri 
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No. Arab Huruf Latin  15 ض Ḍ 

 Ṭ ط Tidak dilambangkan  16 ا 1
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 ‘ ع T  18 ت 3
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 qīla قِيلَ  ىِ... su’ila سُئِلَ  i = ـِ

 yaqūlu يَ قُوْلُ  وُ... yażhabu يَذْهَبُ  u = ـُ
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4. Diftong 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya ai a dan i نَْ 

 Fatḥah dan wau au a dan u نَ وْ 

Contoh:  

 ḥaula : حَوْلَ     kaifa : كَيْفَ 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

Alif lam ma’arifah ( ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa “al”, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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ABSTRAK 

Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa dalam hal 
pemeliharaan anak belum mumayyiz karena perceraian merupakan hak ibunya. 
Putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby memiliki amar putusan yang menolak 
gugatan penggugat sehingga hak haḍanah anak ada pada ibunya. Sedangkan 
putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengabulkan gugatan penggugat 
sehingga haḍanah jatuh kepada ayah. Kedua putusan tersebut memiliki 
kesamaan, yaitu penggugatnya sama-sama ayah, tergugat atau ibu telah menikah 
lagi dan anak hasil pernikahan belum mumayyiz. Berdasarkan latar belakang 
tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apakah kedua putusan tersebut telah 
sesuai dengan Hukum Islam mengenai syarat pemegang haḍanah atau tidak. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana pertimbangan 
hukum hakim dalam dua putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan 
hak asuh anak (haḍanah) belum mumayyiz dan bagaimana perspektif Hukum 
Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada dua putusan tersebut.  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (library research). 
Menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Adapun sumber hukum 
primer berupa salinan Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan putusan 
nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur’an dan Hadits. Sumber hukum 
sekunder yang berasal dari karya ilmiah, jurnal dan buku-buku dan sumber 
hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, enslikopedi, majalah dan internet. 
Teknik analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, hakim Pengadilan Agama 
Surabaya yang memutus perkara Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan dasar 
Pasal 156 huruf (c) KHI dengan mengedepankan kemaslahatan anak. Sedangkan 
dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby hakim menetapkan hak asuh 
anak kepada ayah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan dasar 
hukum Pasal 105 huruf (a) dan Yuisprudensi Nomor 110 K/AG/2007. Kedua, dua 
putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut menghasilkan analisis yang 
berbeda dalam perspektif Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang 
haḍanah. Dalam amar putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby menurut penulis 
kurang tepat jika hak haḍanah tetap ada pada tergugat karena telah kawin lagi. 
Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby pertimbangan hukum 
dan amar putusannya telah tepat karena hak haḍanah jatuh kepada penggugat 
karena tergugat tidak iffah dan telah kawin lagi. 
Kata kunci : Haḍanah, Pengadilan Agama, Hukum Islam  
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ABSTRACT 

Based on Article 105 letter (a) of the KHI, it is stated that in terms of child 
maintenance, it has not been mumayyiz because divorce is the right of the mother. 
Decision number 2221/Pdt.G/2023/PA. Sby has a ruling that rejects the plaintiff's 
lawsuit so that the child's rights  belong to his mother. Meanwhile, decision 
number 2701/Pdt.G/2023/PA. Sby granted the plaintiff's lawsuit so that the 
haḍanah fell to his father. The two decisions have similarities, namely that the 
plaintiff is both fathers, the defendant or mother has remarried and the children 
from the marriage have not yet mumayyiz. Based on this background, the 
researcher is interested in finding out whether the two decisions are in accordance 
with Islamic Law regarding the requirements for haḍanah holders or not. 

This study aims to see how the judge's legal considerations in the two 
decisions of the Surabaya Religious Court that stipulate that the custody of the 
child (haḍanah) has not been mumayyiz and what is the perspective of Islamic 
Law on the judge's legal considerations in the two decisions.  

This type of research includes qualitative research (library research). 
Using documentation data collection techniques. The primary legal source is in 
the form of a copy of Decision Number 2221/Pdt.G/2023/PA. Sby and decision 
number 2701/Pdt.G/2023/PA. Sby, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, 
Compilation of Islamic Law, Al-Qur'an and Hadith. Secondary legal sources 
come from scientific works, journals and books and tertiary legal sources such as 
legal dictionaries, encyclopedias, magazines and the internet. The data analysis 
technique is using the descriptive method of analysis. 

The conclusion of this study is first, the judge of the Surabaya Religious 
Court who decided case Number 2221/Pdt.G/2023/PA. Sby on the basis of 
Article 156 letter (c) of the KHI by prioritizing the welfare of children. 
Meanwhile, in decision number 2701/Pdt.G/2023/PA. Judge Sby determined 
child custody to the father based on the best interests of the child on the basis of 
Article 105 letter (a) and Judiciary Number 110 K/AG/2007. Second, the two 
decisions of the Surabaya Religious Court produced different analyses from the 
perspective of Islamic Law regarding the conditions of haḍanah holders. In the 
verdict number 2221/Pdt.G/2023/PA. According to the author, it is not 
appropriate if the right  to haḍanah still exists with the defendant because he has 
remarried. Meanwhile, in decision number 2701/Pdt.G/2023/PA. Sby's legal 
considerations and the verdict were correct because the right  to haḍanah fell to 
the plaintiff because the defendant was not an infifah and had remarried. 
Keywords: Haḍanah, Religious Court, Islamic Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama Islam memiliki peraturan tentang berbagai aspek kehidupan 

manusia, salah satunya mengatur tentang perkawinan. Dengan cakupan 

berbagai bidang mulai dari syarat, rukun, khitbah sampai dengan usia berapa 

laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk menikah. Secara umum, 

perkawinan merupakan akad yang dapat menghalalkan ikatan serta 

menimbulkan hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bukan muhrim. 

Perkawinan adalah ibadah penyempurna iman seorang manusia kepada 

Pencipta. Dengan menikah, setiap ibadah menjadi lebih sempurna, maka dari 

itu ada istilah perkawinan merupakan ibadah terpanjang. 

Memaknai pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan 

adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang dibentuk untuk membangun keluarga atau rumah tangga 

yang rukun dan bahagia, sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, 

sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.2 

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebuah ikatan yang kuat, dikenal 

sebagai mitṡaqan ghaliẓan, yang bertujuan untuk melaksanakan perintah 

Allah SWT dan diniatkan sebagai bentuk ibadah, penjelasan tersebut tertuang 

pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 3 Sejalan dengan kedua pengertian di 

atas, perkawinan merupakan proses mewujudkan kehidupan keluarga antara 

anggota keluarga yaitu suami istri dan anak, serta orang tua diharapkan dapat 

 
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
3 KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB II Pasal 2 
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membentuk keluarga yang rukun (Sakinah), menjalin hubungan yang penuh 

cinta kasih (Mawaddah), dan saling mencintai (Rohmah).4  

Berdasarkan pengertian perkawinan yang sudah dijabarkan sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mepunyai tujuan guna 

membangun keluarga yang harmonis dan kekal dengan berlandaskan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti 

yang telah disebutkan bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak hal yang 

perlu dipersiapkan terlebih dahulu, terutama sebelum melangsungkan 

pernikahan, seperti kesiapan mental, ilmu keterampilan, finansial, fisik, 

ruhiyah serta doa.5 

Cita-cita kehidupan berkeluarga adalah keharmonisan, kebahagiaan 

dan ketentraman. Namun kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan  baik, 

terkadang terjadi kesalahan bahkan berujung pada perceraian. Perceraian 

adalah sesuatu yang dibenci Tuhan, namun ketika semua pilihan telah habis 

dan pernikahan terbukti tidak langgeng, perceraian adalah solusinya. 

Kenyataannya, perceraian tidak serta merta menyelesaikan masalah, 

karena pasti ada akibat yang muncul setelah perceraian. Berbagai persoalan 

yang muncul akibat  perceraian, baik persoalan harta bersama maupun 

persoalan siapa yang mempunyai hak mengasuh anak (haḍanah), juga 

tunjangan anak yang menjadi hak anak  akibat  perceraian. 

Salah satu akibat dari perceraian adalah haḍanah. Dalam Islam, 

tanggung jawab mengasuh anak merupakan amanah besar yang harus 

dipenuhi oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Anak merupakan anugerah 

 
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 35. Baca juga, M. Dahlan R, Fikih 
Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 32. 

5 Syamsa Hawa, Siap-siap Nikah (Depok: Lingkar Pena Publishing House, 2008), 35-36. 
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dari Sang Pencipta dan kita harus menghargainya. Hukum Tuhan akan berlaku 

bagi kita jika kita gagal melakukan semua tugas ini dengan sempurna. 

Siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak-anak, 

termasuk mereka yang masih dalam kandungan.6  Menurut kompilasi Hukum 

Islam, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, belum 

pernah menikah, dan belum mandiri secara finansial. Dalam perspektif 

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan 

pewaris cita-cita nasional generasi penerus. Oleh karena itu, setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi dan 

kebebasan bertindak. Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan dan 

diskriminasi, serta berhak atas perlindungan dan hak-hak sipil serta 

kebebasan. 

Undang-undang menyatakan bahwa orang tua mempunyai tugas dan 

tanggung jawab terhadap anaknya dalam bidang pendidikan, sehingga orang 

tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Sama dengan pasal 26 ayat (1) 

ayat (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.7 

Menurut Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, Ibu mempunyai hak 

asuh atas anak di bawah umur 12 tahun yang belum menjadi mumayyiz. 

Sementara itu, Pasal 156 huruf a mengatur bahwa anak yang belum kawin 

berhak mendapat haḍanah dari ibunya jika terjadi perceraian, kecuali jika 

ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat diganti sebagai 

berikut: 1) wanita-wanita dengan tertib ke atas dari Ibu; 2) ayah; 3) wanita 

yang diatur dalam garis lurus dari pihak ayah; 4) saudara perempuan dari anak 

yang bersangkutan; 5) saudara perempuan dari pihak ayah.8 

 
6 UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
7 Ibid. 
8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2007), 151. 
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Mengingat pengaturan tersebut, maka tugas ibu sangatlah penting bagi 

anak yang belum mumayyiz jika terjadi perpisahan dalam keluarga. 

Pertanyaannya, siapa yang lebih berhak untuk benar-benar fokus pada anak-

anak yang belum mumayyiz? Berdasarkan dalil di atas, maka yang berhak 

mengasuh anak yang belum mumayyiz adalah ibu. 

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang berbunyi “Salah seorang atau kedua orang tua 

dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu 

tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis 

lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a) Ia sangat 

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b) Ia berkelakuan buruk 

sekali.”9 Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak haḍanah 

dapat di cabut ketika orang yang memegang hak haḍanah melalaikan 

kewajibannya terhadap anak serta mempunyai kelakuan yang buruk sekali. 

Dimana hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang 

anak. 

Berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang 

berbunyi “Apabila pemegang haḍanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan haḍanah 

telah dicukupi. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak haḍanah kepada kerabat yang lain yang 

mempunyai hak haḍanah pula”10 Hak haḍanah bisa dicabut jika pihak yang 

memegang hak tersebut tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental 

anak. 

 
9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
10 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2018), 78. 
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, anak-anak yang belum 

mencapai umur mumayyiz pada umumnya tetap berada di tangan ibunya, 

namun tidak demikian halnya dengan perkara-perkara yang dibawa ke 

Pengadilan Agama. Banyak pihak mengajukan gugatan hak asuh anak 

(haḍanah) setelah perceraian atau bersamaan dengan proses perceraian. Anak 

merupakan hasil  perkawinan yang telah dijalani tetapi ikatan perkawinan 

harus ditinggalkan karena sebab-sebab yang dapat mengakibatkan putusnya 

hubungan perkawinan. 

Tema dalam penelitian ini berdasarkan data dari website Direktori 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peneliti akan meneliti 

putusan yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan data 

yang diterbitkan di website tersebut, Pengadilan Agama Surabaya merupakan 

Pengadilan Agama yang menerima, menangani dan memutus perkara 

sengketa hak asuh anak paling banyak diantara Pengadilan Agama yang lain. 

Sepanjang tahun 2023 tercatat 1455 kasus yang terdaftar dan 1434 kasus yang 

berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya.11 

Lalu bagaimana cara majelis hakim menyikapi perkara hak asuh anak 

(haḍanah) agar dapat diambil keputusan mengenai hak tersebut? Jika anak 

yang diperebutkan masih di bawah umur atau belum mumayyiz berada di 

bawah pengasuhan ibu, tetapi hak asuhnya jatuh kepada ayah. Seperti halnya 

dengan perkara gugatan Hak Asuh Anak putusan nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby. Keduanya adalah 

perkara Hak Asuh Anak yang penggugatnya adalah Ayah kandung dari anak. 

Dalam duduk perkaranya kedua putusan tersebut sama-sama mengajukan 

penetapan haḍanah anak kepada ayah selaku penggugat. Kedua putusan 

tersebut memiliki amar putusan yang berbeda. 

 
11https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hadlanah&jenis_doc=&cat=&jd

=&tp=&court=401240PA801&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= diakses pada tanggal 7 Maret 2024 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hadlanah&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401240PA801&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hadlanah&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401240PA801&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=
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Pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby memutuskan perkara 

haḍanah antara penggugat dan tergugat yang telah bercerai. Buah dari 

pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak laki-laki yang lahir pada 

tanggal 28 Februari 2016. Anak kandung penggugat dan tergugat yang 

berumur 7 tahun berada dalam asuhan tergugat setelah perceraian. Setelah 

berlangsungnya proses persidangan menghasilkan putusan bahwa majelis 

hakim menolak gugatan penggugat. Alasan majelis menolak gugatan 

penggugat karena majelis hakim memiliki pendapat bahwa kesalahpahaman 

(keegoisan) antara pihak tersebut tidak bisa dijadikan alasan dalam gugatan 

perkara a quo. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang 

diajukan oleh penggugat tidak memadai. 

Sedangkan pada putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby merupakan 

perkara haḍanah yang diajukan oleh ayah dalam kasus tersebut disebut 

sebagai penggugat dengan tergugatnya adalah mantan istri atau ibu anak. Dari 

pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 14 Februari 

2015. Anak ini adalah anak kandung penggugat dan tergugat yang saat ini 

berusia 8 tahun dan belum mencapai mumayyiz. Dari putusan tersebut hakim 

mengabulkan gugatan dari penggugat sehingga hak haḍanah anak berada 

ditangan ayah. Alasan hakim mengabulkan gugatan tersebut salah satunya 

berdasarkan pembuktian dipersidangan tergugat terbukti berselingkuh. 

Sehingga hakim mempertimbangkan hal itu, meskipun tergugat telah merawat 

anak dengan baik. 

Majelis hakim tentu mempertimbangkan aspek hukum kepada putusan 

yang diputuskannya. Seperti fenomena yang ada di Pengadilan Agama 

Surabaya terdapat produk putusan mengenai haḍanah anak yang jatuh kepada 

ayah. Ada dua putusan yang akan diteliti dalam penelitian ini dengan amar 

putusan yang berbeda. Sehingga akan menghasilkan analisis yang berbeda 

pula. 
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Pemaparan latar belakang di atas memperlihatkan bahwa terdapat 

inkonsistensi hukum terkait sengketa hak haḍanah anak. Maka dari itu, 

penelitian ini akan melihat lebih dalam mengenai permasalahan tersebut 

dengan judul skripsi “Studi Komparasi Tentang Pemberian Hak Haḍanah 

Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby Dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby? 

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dalam putusan Nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 

mengenai hak haḍanah anak belum mumayyiz? 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby. 

b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam dalam 

putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai hak haḍanah anak belum 

mumayyiz. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat dari penelitian ini yaitu meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan hukum, khususnya mengenai hak pengasuhan anak yang 

belum mumayyiz kepada ayah. 
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b. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan 

pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam menentukan hak 

pengasuhan anak yang belum mumayyiz. 

c. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dalam 

ilmu hukum secara keseluruhan, terutama dalam konteks hukum 

perdata mengenai hak haḍanah anak yang belum mumayyiz. 

D. Tinjauan Pustaka 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Khumairoh mahasiswa 

Universitas Islam Riau dengan judul “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak 

Haḍanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum 

Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/PDT.G/2017/PA.PBR)”. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan judul, disimpulkan bahwa 

kedudukan tuntutan hak asuh  dalam Putusan Nomor 

1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr adalah sebagai berikut: Berdasarkan permohonan 

cerai antara penggugat dan tergugat dalam perkara nomor 

0667/Pdt.G/2016/PA.Blks. Dalam keputusan perceraian, tidak ada penentuan 

yang jelas mengenai siapa yang akan mendapat hak asuh terhadap anak yang 

masih di bawah umur menurut hukum. Diketahui bahwa anak-anak yang 

diasuh oleh terdakwa tidak mendapatkan pengasuhan yang cukup dan layak  

dalam hal pendidikan agama dan kebutuhan dasar anak-anak tersebut, 

sehingga anak-anak tersebut sering jatuh sakit. Keputusan Nomor 

1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr majelis hakim memutuskan haḍanah seorang anak 

bernama Alika Sheza Amelia jatuh pada penggugat selaku ayah kandung. 

Alasannya, pertimbangan hukum yang digunakan untuk kepentingan dan 

kemaslahatan anak sampai dengan usia mumayyiz serta memberikan 

kesempatan dan kebebasan kepada tergugat untuk bertemu anak tersebut. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji 

tentang haḍanah anak belum mumayyiz. Perbedaannya yaitu penelitian ini 
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menganalisis satu putusan sedangkan penelitian penulis menganalisis dua 

putusan.12 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Estri Mangi Belani dengan judul “Studi 

Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 

2253/Pdt.G/2021/PA.BADG Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah 

Umur Pasca Perceraian”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari 

judul tersebut terdapat kesimpulan bahwa, kedua putusan tersebut merupakan 

perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri/ibu, dalam sidangnya ia berharap 

agar hak asuh anak diberikan kepadanya sebagai ibu. Namun dengan fakta-

fakta dalam persidangan kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang 

berbeda. Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya sama-sama 

mempertimbangkan kemaslahatan anak. Hukum Islam melihat penetapan hak 

asuh anak belum mumayyiz berdasarkan kemaslahatan untuk anak, demikian 

pula hal yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan 

putusan dalam perkara ini. Jika dilihat dari kedua putusan tersebut diantara 5 

aspek kemaslahatan yang berkaitan dengan kedua putusan tersebut yaitu 

memelihara agama dan memelihara jiwa. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang hak asuh anak yang 

belum cukup umur dan mengkomparasikan dua putusan pengadilan. 

Perbedaannya yaitu peneleitian ini menggunakan dua putusan dari Pengadilan 

Agama yang berbeda sedangkan penelitian penulis menggunakan dua putusan 

dari satu Pengadilan Agama.13 

Ketiga, jurnal hukum yang ditulis oleh Muhammad Fars Firdaus dan 

Jumni Nelli dengan judul “Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada 

 
12 Nurul Khumairoh, “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang 

Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummayiz” (Studi Kasus Putusan Nomor 

1642/PDT.G/2017/PA.PBR), Skripsi Universitas Islam Riau, 2019. 
13 Estri Mangi Belani, “Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 

731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.BADG Tentang Penetapan Hak Asuh 
Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian”, Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023. 
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Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Dari penelitian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa, haḍanah merupakan hak yang dimiliki oleh 

setiap orang tua guna pengasuhan, mendidik, merawat, menjaga dan 

memimpin anak hingga dewasa. Pemeliharaan yang dimaksud adalah 

memelihara untuk segala kebutuhan anak, baik berbentuk finansial, 

pendidikan, perhatian dan kasih sayang. Berdasarkan Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan bahwa 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya, tetapi tidak 

menutup kemungkinan dapat jatuh kepada ayah jika terdapat beberapa faktor. 

Yaitu, ibunya meninggal dunia, ibunya berada di luar negeri, ibunya memiliki 

gangguan psikologis yang mengancam keselamatan dan kesehatan anak dan 

terakhir ibunya keluar  dari agama Islam. Hal-hal tersebut bertujuan untuk 

menjaga kemaslahatan dan keselamatan anak, maka hak haḍanah jatuh 

kepada sang ayah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

sama-sama meneliti tema haḍanah anak belum mumayyiz. Perbedaannya yaitu 

penelitian ini mengkaji bagaimana haḍanah menurut Kompilasi Hukum Islam 

sedangkan penelitian penulis yaitu mengkomparasikan dua putusan 

Pengadilan Agama tentang haḍanah.14 

Keempat, jurnal hukum yang ditulis oleh Levi Winanda Putri dan Anis 

Hidayatul Imtihanah yang berjudul “Hak Haḍanah Anak Yang Belum 

Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa 

Kincang Wetan Madiun)”. Dari penelitian ini, hak haḍanah ayah di Desa 

Kincang Wetan telah ditinjau sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum 

Islam dan diperbolehkan mengingat ibu berhalangan hadir karena bekerja di 

luar negeri. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah anak sudah terbiasa 

diasuh oleh ayahnya sejak kecil, sehingga hak haḍanah diberikan kepada 

ayahnya setelah melalui beberapa tahapan. Maslahah mursalah bahwa hal ini 

 
14 Muhammad Fars Firdaus dan Jumni Nelli, “Pengasuhan Anak Yang Belum Mummayiz 

Kepada Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Az-Zawajir, vol. 3, no. 1, 2020. 
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boleh karena ayah memenuhi syarat untuk memperoleh hak haḍanah dan juga 

untuk kemaslahatan orang tua dan anak bersama dengan jaminan bahwa anak 

akan mendapat pengasuhan yang baik menjadi dasar utama peninjauan 

kembali hak haḍanah yang diberikan kepada ayah kandung. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang 

haḍanah anak belum mumayyiz. Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti 

kasus dengan studi lapangan sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan 

dua putusan Pengadilan Agama yaitu dengan metode kepustakaan.15 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library 

research), di mana sumber-sumber perpustakaan digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian.16 Penyusunan penelitian ini 

menggunakan penelitian jenis kualitatif, yaitu penelitian yang 

mempunyai tujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena penelitian 

secara sistematik dan rasional.17 Maka dari itu, penelitian ini dilakukan 

dengan mengamati apa yang ada dibaliknya untuk menghasilkan data 

deskriptif yang menjelaskan fenomena yang terjadi.Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kasus (case approach), yang melibatkan 

analisis kasus-kasus terkait tema penelitian yang telah menjadi keputusan 

Pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.18  

2. Sumber Data 

 
15 Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul, “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mummayiz 

Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”, Jurnal 
Antologi Hukum, Vol. 1, no. 2, 2021. 

16 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2004), 21. 

17 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Kualitatatif (Jakarta: Gramedia, 2001), 54. 
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi) (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), 134. 
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Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data: 

a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat dengan 

masalah-masalah yang diteliti. Karena penelitian penulis ini 

menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), maka 

yang dijadikan sumber data sekunder oleh penulis yaitu salinan 

Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby yang diperoleh melalui laman website 

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-

Qur’an dan Hadits. 

b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan data yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini 

berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang 

berkaitan dengan Hak asuh anak (ḥaḍhanah), laporan penelitian, 

jurnal-jurnal hukum dan sebagainya. 

c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan data yang memberikan informasi 

tentang hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa hukum, 

enslikopedi, majalah dan internet. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pencarian 

dan pengumpulan data dari buku-buku, artikel, dokumen, internet, serta 

peraturan-peraturan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam 

konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan 

Agama Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, serta buku-buku yang berkaitan dengan 

haḍanah. 
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses melihat informasi baru yang dapat 

digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan 

dari penelitian. Dalam penelitian ini, data dianalisis, penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan cara 

membaca, memahami dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu 

putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby. Kemudian setelah membaca, memahami dan 

memaknai putusan-putusan tersebut kemudian dianalisis menggunakan 

sudut pandang maslahah mursalah yang berkaitan dengan pengabulan 

hak haḍanah anak di bawah umur oleh ayah. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka penyusun mnyajikan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

Bab Pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang berisi pembahasan 

mengenai tinjauan umum Hak Haḍanah setelah terjadinya perceraian dan 

tinjauan umum maslahah mursalah. 

Bab Ketiga, pada bab ini berisi mengenai profil Pengadilan Agama 

Surabaya dan Deskripsi Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby. 

Bab Keempat, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan yaitu bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hukum 

hakim dalam perkara gugatan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah 
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dalam putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby dan perspekif maslahah mursalah tentang 

pertimbangan hukum hakim dalam pemberian hak haḍanah oleh ayah dalam 

putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby. 

Bab Kelimat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian. 

Daftar Pustaka, merupakan bagian terakhir dari sistematika penulisan 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAḌANAH MENURUT HUKUM 

ISLAM 

A. Tinjauan Umum Haḍanah 

1. Pengertian Haḍanah 

Dalam Islam, pemeliharaan anak disebut dengan haḍanah, yang 

secara etimologis mengacu pada “di sisi” atau “di bawah perlindungan”. 

Haḍanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata haḍanah yang 

berarti merawat anak, mengasuh anak, atau memelihara. Menurut 

pengertian lain yang sama dengan kata haḍanah berasal dari kata 

“hidnan” yang mempunyai arti lambung. Contohnya kalimat berikut 

“hadhana ath-thaairu baidahu” atau burung itu mengempit telur di 

bawah sayapnya, begitu pula perempuan atau ibu yang mengempit 

anaknya.19 

Pengertian haḍanah secara terminologi dijelaskan oleh beberapa 

tokoh Islam. Diantaranya Sayid Sabiq mendefinisikan haḍanah dengan 

menunaikan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak kecil, baik itu 

Laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tamyiz, atau yang belum 

matang secara mental, belum dapat membedakan antara benar dan salah, 

belum mandiri secara baik, dan belum memiliki keterampilan untuk 

menjaga dirinya sendiri dari bahaya, membutuhkan pendidikan dan 

pengasuhan fisik serta mental agar dapat menghadapi tantangan hidup 

dan memikul tanggung jawab.20 Sebagaimana kutipan Abu Bakar al-Jabir 

berdasarkan pendapat ulama ahli fiqh, memberikan pengertian haḍanah 

sebagai upaya merawat anak untuk melindunginya dari segala potensi 

 
19 Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah”, 

Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01, no. 01, (Juni 202)3, 3. 
20 Sayyid Syabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid II (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), 436. 
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bahaya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, serta memastikan 

pendidikannya hingga ia mampu mandiri dalam kehidupan sebagai 

seorang muslim.21 

Sementara itu, empat tokoh imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan 

Hanbali memberikan definisi haḍanah berdasarkan pemikiran mazhab 

Sunni, yang berbunyi sebagai berikut: 

a. Ulama Hanafiyah mengkarakterisasi haḍanah sebagai ikhtiar orang-

orang yang bertanggung jawab atas pengajaran dan bantuan 

pemerintah terhadap generasi muda sebagai bentuk kasih sayang dan 

kesukaan terhadap seorang anak. 

b. Ulama Syafi’iyah memberikan definisi haḍanah sebagai orang yang 

tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Oleh 

karena itu, ia sangat membutuhkan seseorang yang dapat 

membantunya mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dan 

melindunginya berdasarkan hal-hal yang membahayakan dirinya, 

meskipun orang tersebut sudah dewasa namun belum mampu 

mengatasi permasalahannya sendiri. Misalnya, jika seseorang 

meninggal, mereka memerlukan seseorang untuk membantunya 

membersihkan diri, mencuci pakaian, meminyaki rambut, dan lain-

lain. 

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan pendapat yang sama 

dengan yang didefinisikan oleh ulama Syafi’iyah. 

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, cenderung beralasan bahwa 

haḍanah mengandung makna menghidupi, menyokong, dan mendidik 

anak-anak yang belum mampu berbuat bebas, baik remaja putra, remaja 

putri, atau yang sudah dewasa namun belum mencapai mumayyiz. 

Bertekad untuk menjamin bantuan sekolah dan pemerintahnya serta 

 
21 Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry, Minhajul Muslim, t.kp, (Dar al-Syuruq, t.th,), 586. 
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melindunginya dari apa pun yang mungkin merugikan atau 

merugikannya. Hingga anak dapat menghadapi kehidupan dan 

bertanggung jawab dengan baik. 

2. Dasar Hukum Haḍanah 

Sebagian besar ulama sependapat bahwa hukum haḍanah 

merupakan wajib. Itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh 

ayah dan ibunya. Dasar hukum sebagai dalil yang menyatakan bahwa 

haḍanah merupakan kewajiban merujuk pada firman Allah Swt. yaitu 

surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: 

ودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ  ۞وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلًَدَهُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِِْْۖ لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةََۚ وَعَلَى الْمَوْلُ 

نَ فْسٌ إِلًَّ وُسْعَهَاَۚ لًَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلًَ  تُكَلَّفُ  بِوَلَدِهَِۚ  وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفَِۚ لًَ   مَوْلوُدٌ لَّهُ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَاَۗ وَإِ  لِكََۗ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًً عَن تَ راَضٍ مِ ن ْ نْ أرََدتُّمْ  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذََٰ

تُ  َ وَاعْلَمُوا أَنَّ  أَن تَسْتََْضِعُوا أَوْلًَدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَ ي ْ م بِِلْمَعْرُوفَِۗ وَات َّقُوا اللََّّ

 اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر   

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 

ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
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pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.” (QS. [2] al-Baqarah: 233) 22 

Penjelasan dari ayat di atas mencakup dua ketentuan hukum 

mengenai pengasuhan anak, yakni: Pertama, tanggung jawab istri untuk 

mengurus dan memberi ASI kepada anak selama pernikahan masih 

berlangsung. Kedua, kewajiban untuk suami memberikan nafkah kepada 

isterinya untuk mencukupi kebutuhan isteri terhadap anak baik 

penyusuan dan lainnya.  

Ayat tersebut juga menyatakan bahwa seorang istri tidak boleh 

menderita kesulitan karena anaknya, begitu pula seorang ayah tidak boleh 

menderita kesulitan karena anaknya. Sehingga menimbulkan 

kemadharatan, seperti yang terjadi di masyarakat berbanding terbalik 

dengan ayat tersebut. Masih banyak orang tua yang menelantarkan 

anaknya, bahkan tidak segan membuangnya karena malu yang 

disebabkan ayah biologisnya telah pergi atau karena faktor ekonomi dan 

lainnya.23 

Orang tua mempunyai kewajiban kepada anak yang meliputi 

beberapa aspek. Namun sederhananya, hal itu terdiri dari dua aspek yaitu, 

tanggung jawab moral dan materiil. Dalam Islam kewajiban itu adalah 

kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Tanggung jawab ini tidak hanya 

diletakkan pada bahu ayah, tetapi juga ibu diharapkan turut serta dalam 

memberikan dukungan dan upaya terbaik bagi anak-anaknya. 

Apabila kedua orang tua masih ada dan menikah, mereka dapat 

membayar tunjangan anak secara bersama-sama. Namun, dalam kasus 

 
22 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya , 50. 
23 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesiah : Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam 

Dan Hukum Materil (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 248-249. 
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perceraian, tugas ayah tidak hilang setelah perceraian, dan hak asuh 

berpindah ke tangan ibu. Jadi, ayah tetap bertanggung jawab 

menanggung biaya pemeliharaannya, hal tersebut didasarkan pada surah 

At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut: 

هَا مَلََئِكَةٌ  يََأيَ مهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ عَلَي ْ

 غِلََظٌ شِدَادٌ لًَّ يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

(QS. [66] At-Tahrim : 6) 24 

Penjelasan ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar 

senantiasa menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka dan harus 

menjalankan segala perintah-Nya. Karena anak merupakan bagian dari 

keluarga, maka para orang tua atau kerabat dalam hal tersebut tentunya 

mempunyai hak serta kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada 

anak tersebut agar kelak terhindar dari siksaan api neraka. Dalam Islam, 

anak dianggap sebagai anugerah dan amanah dari Allah yang harus dijaga 

dan dibimbing dengan baik, karena di hari kiamat akan dimintai 

pertanggungjawaban atas pengasuhannya. Oleh karena itu, kewajiban 

mengasuh anak harus dilaksanakan oleh kedua orang tuanya.25 

Hak haḍanah tidak boleh diberikan kepada pengasuh yang non 

muslim. Haḍanah juga termasuk kedalam perwalian, Allah swt tidak 

mengizinkan perwalian oleh seorang muslim kepada orang kafir. Hal ini 

 
24 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 827. 
25 Ahmad Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 

215. 



20 

 

disebabkan karena adanya kekhawatiran jika akidah dan kepercayaan 

orang yang mengasuh akan berpindah ke anak yang diasuhnya. Sesuai 

dengan firman Allah swt. surah an-Nisa’ ayat 141 dengan bunyi: 

الَّذِينَ يَتََبََّصُونَ بِكُمْ فإَِن كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِ نَ اللََِّّ قاَلُوا ألََْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ 

يََْكُمُ   ُ فاَللََّّ الْمُؤْمِنِيََْۚ  مِ نَ  وَنََنَْ عْكُم  عَلَيْكُمْ  نَسْتَحْوِذْ  ألََْ  قاَلُوا  نَصِيبٌ  للِْكَافِريِنَ 

نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَ  ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَْ سَبِيلًَ  بَ ي ْ  امَةَِۗ وَلَن يََْعَلَ اللََّّ

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang 
akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika 
terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: 
"Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika 
orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) 
mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan 
membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan 
memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah 
sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir 
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. [4] an-
Nisa’ : 141) 26 

Berikutnya permasalahan yang mencakup ekonomi, pendidikan 

serta yang bersangkutan dengan kebutuhan pokok anak. Dasar dari 

pernyataan berikut adalah surah an-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi: 

 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّقُوا اللَََّّ وَلْيَ قُولُوا 

 قَ وْلًً سَدِيدًا  

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) 
mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah 

 
26 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 135. 
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dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal 
menjaga hak-hak keturunannya)” (QS. [4] an-Nisa’ : 9) 27 

Selain di dalam Al-Quran, hukum haḍanah juga dapat ditemukan 

dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan pemeliharaan anak, sebagai 

berikut : 

ثَ نَا إِبْ راَهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ  ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عِيسَى يَ عْنِِ ابْنَ الطَّبَّاعِ حَدَّ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّ  هِ قاَلَ قاَلَ النَّبِم صَلَّى اللََّّ بَِّ بْنِ الرَّبيِعِ بْنِ سَبْْةََ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 

  28ةِ إِذَا بَ لَغَ سَبْعَ سِنِيَْ وَإِذَا بَ لَغَ عَشْرَ بِِلصَّلََ 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin 

Abi Thalib-Thabba', telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin 
Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari 
Kakeknya dia berkata, Nabi Saw. bersabda, "Perintahkanlah anak 
kecil untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur 
tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun 
maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya". 

ثَنِِ  ثَ نَا الْوَليِدُ عَنْ أَبِ عَمْروٍ يَ عْنِِ الَْْوْزاَعِيَّ حَدَّ ثَ نَا مَُْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السملَمِيم حَدَّ حَدَّ

هِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ أَنَّ امْرأَةًَ قاَلَتْ يََ رَسُولَ اللََِّّ  عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 

هَذَا كَانَ بَطْنِِ لهَُ وِعَاءً وَثَدْيِي لهَُ سِقَاءً وَحِجْريِ لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أبََِهُ طلََّقَنِِ إِنَّ ابْنِِ  

 
27 Ibid., 106. 
28 Abu Daud Sulaiman Asy’ad as-Sijistani, Sunan Abu Daud, Jilid I  (Beirut: Darul Fikr, 

1990), 133. 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْتِ أَحَقم بهِِ مَا لََْ  تَزعَِهُ مِنِِ  فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  وَأرَاَدَ أَنْ يَ ن ْ

 29تَ نْكِحِي

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah 
tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan 
pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah 
menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian 
Rasulullah Saw. berkata kepadanya; engkau lebih berhak 
terhadapnya selama engkau belum menikah”.  

3. Syarat-syarat Haḍanah 

Syarat adalah ketentuan yang wajib terpenuhi oleh seseorang 

sebelum melakukan segala tindakan. Seseorang yang akan melakukan 

haḍanah juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat bagi 

orang yang akan melakukan haḍanah dalam Hukum Islam sebagai 

berikut: 

a. Berakal, tidak terganggu ingatannya 

Sebab haḍanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. 

Maka dari itu baik ibu atau ayah yang mendapat gangguan jiwa atau 

ingatan tidak layak melakukan pemeliharaan. 

b. Dewasa 

Sekalipun anak kecil sudah mencapai umur mumayyiz ia tetap 

membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan 

mengasuhnya . 

c. Mampu 

Orang yang bertanggung jawab atas haḍanah harus mampu untuk 

mengasuh, merawat, dan mendidik anak, baik dalam hal pemenuhan 

kebutuhan materi maupun non-materi. 

 
29 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jilid II, 165. 
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d. Amanah dan berbudi 

Seseorang yang berhaḍanah harus mempunyai rasa amanah karena 

dalam membesarkan anak tidak akan melakukan perbuatan zalim, 

menjerumuskannya pada tindak kriminal, atau melakukan hal-hal 

yang bertentangan dengan agama. Orang yang rusak akhlaknya 

dikhawatirkan tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak 

yang diasuh. 

Sayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti diatas sukar 

untuk dipenuhi dan memberatkan pengasuhnya sehingga banyak 

anak yang menjadi terlantar karena tidak seidikit pemegang 

haḍanah bisa memenuhi syarat tersebut. Islam tidak pernah 

mencabut hak asuh anak dari ibu ayah atau salah satu dari keduanya 

karena kedurhakaan (kecurangannya). Tidak pernah Nabi dan para 

sahabatnya melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh 

anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam 

perwaliannya.30 

e. Islam 

Seorang non muslim tidak mempunyai hak dan tidak boleh ditunjuk 

sebagai pemegang haḍanah. Tugas mengasuh termasuk ke 

dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal 

itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. 

f. Belum kawin lagi 

Jika yang melakukan haḍanah adalah ibu kandung dari anak yang 

diasuhnya maka dibebani syarat belum menikah lagi. Dasar 

hukumnya ada dalam penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu 

hanya punya hak haḍanah bagi anaknya selama belum menikah 

dengan laki-laki lain (H.R Abu Dawud). Namun pendapat ahli fiqih 

 
30 Sayid Sabiq, Fiqih Al Sunnah, 80 
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hak haḍanah ibu tidak gugur jika menikah dengan kerabat dekat si 

anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.31 

g. Merdeka 

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusab dengan 

tuannya sehingga ia tidak ada waktu untuk mengasuh anak kecil. 

4. Orang yang Berhak Atas Haḍanah 

Saat memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak haḍanah, 

ulama fiqh berbeda pendapat mengenai apakah hak haḍanah milik orang 

yang mengasuh atau milik perempuan (ibu atau yang mewakilinya) atau 

hak anak yang diasuh. Berdasarkan kutipan Andi Syamsu dan M. Fauzan, 

Ibn Rusyd berpendapat bahwa haḍanah diatur tertib dan urutannya tidak 

didasarkan pada kekuasaan perwalian, melainkan pada konsep keakraban 

dan kebaikan, mirip nikah, mawali, shalat jenazah, wala’ dan warisan. Ini 

disebabkan karena seseorang yang tidak memiliki hubungan warisan 

tetap bisa memiliki hak haḍanah melalui wasiat, adik perempuan dari 

ayah, adik perempuan dari ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari 

saudara perempuan. Ada kemungkinan beberapa ahli waris tidak berhak 

mendapatkan hak haḍanah, seperti suami atau istri dari orang yang 

diasuh, atau mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali karena 

membebaskan seorang budak. 

Pendapat ulama madzhab Hanafi terhadap individu yang 

mempunyai pilihan untuk benar-benar fokus, mengasuh dan mendidik 

anak adalah hak wali, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, mereka 

lebih menghargai perempuan karena dianggap lebih mampu memberikan 

kelembutan, kasih sayang, dan membimbing anak dengan lembut. 

Sebaliknya, laki-laki biasanya hanya mempunyai kemampuan dan 

 
31 Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada 
Media, 2004), 172 
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tanggung jawab untuk merawat anak secara fisik, menjaganya, dan 

memberikan yang terbaik untuknya. Terlebih untuk anak yang belum 

mumayyiz, curahan kasih sayang dan kelembutan dari sosok perempuan 

dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Selain kebutuhan materil 

untuk kebutuhan fisik anak, nyatanya kasih sayang dan kelembutan 

sangatlah penting. 

Ulama Hanafi memberikan kriteria bahwa perempuan yang dapat 

memegang haḍanah anak adalah perempuan kerabat dari anak (zata 

rahima mahram min al-shigar), seperti bibi dari pihak ibu (khalah) atau 

bibi dari pihak ayah (ammah), atau nenek dari anak. Mereka dianggap 

lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak karena masih memiliki 

ikatan keluarga dan persaudaraan yang erat dengan mereka. 

Moh. Ali Wafa mengutip pendapat Wahbah Zuhaily mengenai 

haḍanah bahwa hak haḍanah adalah hak berserikat anak, ibu dan ayah. 

Bilamana terjadi pertentangan diantara ketiganya, maka yang menjadi 

prioritas merupakan hak anak yang akan diasuh.32 Dalam konteks ini, 

perempuan dianggap lebih cocok untuk memiliki haḍanah daripada laki-

laki karena biasanya mereka lebih penyayang, memberi prioritas pada 

pendidikan, dan lebih pengertian dalam mendidik anak dibandingkan 

dengan ayah.33 Berikut merupakan urutan-urutan pengasuhan : 

a. Golongan perempuan 

1) Ibu. Setelah suami bercerai atau meninggal dunia, secara alami 

ibu mempunyai hak yang jauh lebih besar atas warisan anak-

anaknya. Dengan pengecualian perempuan tersebut tidak 

murtad, fajirah (jelek akhlaknya) yang dikhawatirkan nantinya 

dapat menelentarkan anak, mau berzina, mencuri, niyahah (tidak 

 
32 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan, 252. 
33 Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islām Wa ‘Adillatuhu (Beirut: Darul Fikri, 2004), 7298. 
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amanah), sering keluar setiap saat dan meninggalkan anak 

sendirian. 

2) Ibu dari ibu atau nenek dari anak. Dalam Qaul al-jadid mereka, 

Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa ibu dari ayah 

(nenek dari anak) tersebut lebih diutamakan, diikuti oleh ibu dari 

ayahnya ayah (cicit dari garis ayah) dan ibu dari ayahnya kakek 

(canggah perempuan dari jalur ayah). Sebaliknya, Hanafiyyah 

dan Syafi'iyyah yang menempatkan ibu dari ayah (nenek dari 

anak) setelah bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, 

mempunyai pandangan berbeda. Prinsip mengutamakan ayah, 

ibu, nenek (ibunya ibu), dan kakek berbeda dengan pandangan 

penganut Hambali. 

3) Saudara perempuan. Hanafiyyah, syafi’iyyah dan hambaliyyah 

berpendapat bahwa saudara perempuan didahulukan dari pada 

bibi, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Menurut jumhur 

ulama karena saudara perempuan lebih dekat karena sekandung. 

Selain itu, mereka didahulukan juga dalam hal pembagian 

warisan. 

4) Bibi (saudara perempuan ibu) menurut Hanafiyyah, Syafi’iyyah 

dan Hanbaliyyah. 

5) Anak perempuan dari saudara perempuan. 

6) Bibi (saudara perempuan ayah). 

 

b. Golongan Laki-laki 

Jika anak tersebut tidak memiliki satupun pengasuh 

perempuan dari kerabatnya, otomatis haḍanah akan berpindah ke 

golongan laki-laki. Pengasuhan tersebut berdasarkan urutan pewaris 

dalam hukum waris seperti yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih, 

dimulai dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Selanjutnya, 
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saudara laki-laki dan keturunan mereka, kemudian paman-paman 

mereka di bawahnya.34 

Al-Jurjawi, sejalan dengan yang dikutip oleh Yaswirman 

mengutarakan hikmah pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibunya 

yaitu : 

a. Fungsi perempuan yang berbeda dengan laki-laki dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pemberian kasih sayang dan pendidikan terhadap 

anak lebih diutamakan oleh ibu. Hal tersebut menjadi istimewa 

karena kasih sayang dan pendidikan yang lembut oleh ibu sangat 

dibutuhkan pada masa kanak-kanak. 

b. Waktu bergaul ibu dan anak lebih banyak dibanding dengan ayah. 

Terlebih ibu lebih paham mengenai pakaian, makanan, minuman 

serta kesehatan dan lain-lain. Dalam hal mengurus kebutuhan anak 

ibu dianggap lebih telaten.35 

Pendapat Peunoh Dali mengenai siapa yang lebih utama 

melaksanakan pengasuhan anak jika ibu yang melahirkan tidak ada 

adalah sesuai urutan sebagai berikut36 : 

a. Ibu, ibu dari ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 

b. Ibu dari bapak dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 

c. Saudara perempuan; 

d. Saudara perempuan dari ibu (bibi); 

e. Anak perempuan dari saudara perempuan; 

f. Anak perempuan dari saudara laki-laki; 

g. Saudara perempuan dari bapak (bibi). 

 
34 Ibid., 7302. 
35 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam 

Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Depok: Rajawali Pers, 2017), 247. 
36 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan 

Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 100-101. 
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Haḍanah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 

dengan detail sebagai berikut: Pertama, pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau di bawah usia 12 tahun adalah tanggung jawab ibunya. 

Kedua, untuk anak yang sudah mumayyiz, ia memiliki pilihan untuk 

memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. Ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah 

anak.37  

Ketika orang tua bercerai maka anak tetap memiliki hak haḍanah. 

Haḍanah bagi anak belum dewasa atau belum mumayyiz hak 

pemeliharaannya berada pada ibunya. Sedangkan ayah tetap 

berkewajiban membiayai biaya haḍanah tersebut dengan mencukupi 

segala kebutuhan materilnya tak terkecuali kasih sayang. Seorang 

perempuan memiliki naluri keibuan yang tidak bisa dimiliki laki-laki, 

sementara hal tersebut dianggap penting untuk mengasuh anak yang 

belum mumayyiz. Ibu akan mengasuh anaknya dengan penuh kasih 

sayang karena tidak ingin darah dagingnya kelak menjadi anak yang 

gagal. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara ibu dan ayah dalam 

mengasuhnya meskipun sudah bercerai. 

Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana 

tata uturan hak haḍanah anak dapat beralih atau siapa saja yang berhak 

mendapatkan hak haḍanah tersebut. Pasal 156 KHI menyatakan bahwa 

anak-anak yang belum mumayyiz berhak mendapat haḍanah dari ibunya, 

kecuali jika ibunya sudah mati, maka kedudukannya digantikan oleh : 

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

b. Ayah; 

c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

 
37  Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah”, 

Posita : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01 No. 01, (Juni : 2023), 7. 
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d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.38 

5. Batas Waktu Haḍanah 

Islam dalam hukumnya sepakat mengenai tanggung jawab 

haḍanah anak dimulai sejak anak lahir sampai dengan anak mumayyiz. 

Tetapi dalam hal tersebut ulama memiliki pendapat yang berbeda 

mengenai batas akhir haḍanah. Ulama madzhab hanafi mempunyai 

pendapat bahwa berakhirnya haḍanah anak laki-laki adalah hingga anak 

dapat mandiri dalam mengurus kebutuhannya sendiri, seperti makan, 

minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya terjadi saat anak 

mencapai usia 7 tahun. Dasar yang menjadi acuan adalah sabda 

Rasulullah saw: “ suruh anakmu sholat apabila mereka telah berusia 

tujuh tahun”. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud). Sedangkan 

batas akhir haḍanah anak perempuan adalah sampai dengan anak 

tersebut baligh dengan tanda haid atau menstruasi. 

Ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa haḍanah terakhir 

bagi seorang anak adalah sampai ia mencapai masa puber, yang ditandai 

dengan mimpi basah atau datangnya air mani utama dalam khayalan. 

Sebaliknya, anak perempuan tidak mempunyai batas atas sampai mereka 

menikah. 

Menurut ulama madzhab syafi’i dan madzhab hambali batas akhir 

haḍanah anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sampai anak 

tersebut mencapai mumayyiz atau berumur tujuh atau delapan tahun. Jika 

anak sudah mumayyiz dan orang tuanya bercerai maka anak memiliki hak 

untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Tetapi dalam hal 

tersebut ulama madzhab hambali mengatakan jika anak perempuan itu 

 
38 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI, 2018, 77. 
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telah mumayyiz yang berarti haḍanahnya telah berakhir maka otomatis 

haḍanahnya akan berpindah kepada ayah. Di sisi lain, menurut 

kesepakatan ulama fiqih, tanggung jawab haḍanah terhadap anak yang 

mengalami gangguan jiwa atau kekurangan mental akan berakhir jika 

kondisi gila atau kekurangan mentalnya sembuh. 

Sebaliknya, dalam konteks haḍanah, jika seorang anak sakit atau 

mengalami gangguan jiwa, dan jika anak tersebut perempuan, maka 

secara tegas berada di bawah tanggung jawab ibunya, baik dalam masa 

kecil maupun setelah dewasa. Ini karena anak tersebut membutuhkan 

pengasuh yang dapat memenuhi semua kebutuhannya. Ibunya lebih 

memahami kebutuhan anak perempuan tersebut, dan tentunya akan 

memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih daripada orang lain.39 

 

  

 
39  Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2010), 188. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG 

PEMBERIAN HAK HAḌANAH ANAK BELUM MUMAYYIZ 

KEPADA AYAH 

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surabaya 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya didirikan melalui Keputusan 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 yang 

dikeluarkan pada tanggal 12 November 1937, dan diberi nama "Hoof 

Voor Islamken". Berdasarkan Staatsblad Nomor 610 Tahun 1937, tugas 

peradilan agama tingkat banding untuk wilayah Jawa dan Madura 

dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta. Setelah 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, 

beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta pun otomatis meningkat. 

Mempertimbangkan hal-hal di atas serta sesuai dengan 

pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat 

Nomor: MA/PA/121/IX/1976 tertanggal 23 September 1976, untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan 

agama di Jawa dan Madura, dipandang perlu dilakukan pembagian tugas 

baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam 

Tinggi di Surabaya dan Bandung. 

Pada tanggal 16 Desember 1976, dikeluarkan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah 

Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Berdirinya Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya diawali denan dikeluarkannya  Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 71 Tahun 1976. Cabang Mahkamah Islam Tinggi 
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Surabaya bertugas untuk menyelesaikan perkara yang timbul dari 

Pengadilan Agama di seluruh wilayah Tingkat I Propinsi Jawa Timur. 

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggung jawab 

kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dan dipimpin oleh 

seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi. Cabang ini setidaknya 

memiliki dua orang hakim anggota yang didukung oleh seorang pejabat 

sementara panitera serta beberapa staf kepaniteraan.40 

Surabaya merupakan kota pelabuhan tempat masuknya agama 

Islam menuju Pulau Jawa melalui pesisir pantai Jawa. Ujunggalauh atau 

Surabaya juga sebagai salah tempat penyebaran agama Islam. Untuk 

mengetahui sejarah Pengadilan Agama Surabaya, informasi ini dapat 

ditelusuri sejak masuknya Islam ke Surabaya, yang ditandai dengan 

mayoritas penduduk kota tersebut yang memeluk agama Islam. 

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan bagi umat Islam 

tentunya berkembang seiring dengan pertumbuhan agama Islam di 

Surabaya, dengan peran penting yang dimainkan oleh para Imam, Ulama, 

dan Qadi pada masa itu. Seorang ulama Islam yang terkenal adalah Raden 

Rahmad atau Sunan Ampel. 

Peradilan Islam pada masa ini tidak terlepas dari perkembangan 

agama Islam yang diterima secara luas, termasuk Hukum Islam Mumalah 

dan Syariah, meskipun secara resmi belum merupakan sistem yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang berdirinya Pengadilan 

Agama Surabaya, pertama-tama kita akan mengkaji awal mula dan 

 
40 https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya diakses pada tanggal 25 

Januari 2024 

https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya
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sejarah singkat Pengadilan Ketat di Indonesia. Hal ini akan menghasilkan 

hasil yang diinginkan. 

Secara umum, banyak sarjana yang jarang menemukan tanggal dan 

tahun pasti ketika membahas Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal 

usulnya. Walaupun peradilan agama bertumpu pada Hukum Islam, 

namun Hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum 

adat, artinya hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang. 

Pada dasarnya ada dua jenis hukum di Republik Indonesia yaitu 

yang tertulis dan  tidak tertulis. Hukum tertulis juga disebut sebagai 

hukum yang terkodifikasi dan mencakup semua peraturan perundang-

undangan zaman kolonial dan atau undang-undang yang ditetapkan oleh 

negara Indonesia. Namun yang tidak tertulis adalah hukum adat yang 

sudah muncul dalam tubuh  masyarakat dan belum berbentuk undang-

undang, yakni hukum asal atau asli. Pada saat itu, perkawinan, warisan 

dan hukum lainnya pada dasarnya masih belum tertulis. 

Karena sistem kolonial yang harus diikuti dan masih berlaku, maka 

pengelompokan klarifikasi produk dalam hukum perdata mencakup, 

antara lain:  

a. Untuk kelompok Indonesia , talak, rujuk bagi umat Islam yaitu 

menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Perkawinan Kristen 

Indonesia S/G Tahun 1993, Nomor: 74, Nomor 607 Tahun 1936 

tentang Perkawinan Umat Kristen di Jawa. 

b. Kelompok timur asing, termasuk Tionghoa dan non-Tionghoa, 

tunduk pada beberapa hukum perdata dan Eropa, yaitu Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. 

c. Hal yang sama juga berlaku bagi kelompok-kelompok Eropa, 

sehingga berlaku hukum perdata Eropa sepenuhnya. 
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Snook Hargrounge pernah menyatakan bahwa pemerintah tidak 

seharusnya ikut campur dalam urusan keadilan Islam karena Hukum 

Islam diatur tanpa persetujuan tertulis formal. Perselisihan perkawinan 

dan pembagian harta warisan antar warga hendaknya diserahkan kepada 

ulama. Mengenai tinjauan hukum adat Indonesia, Dr. Sukamto 

mengambil posisi dari Vander Bergh, yang dikenal dengan teori Receptio 

in Complex dan berpendapat bahwa karena mayoritas penduduk di 

Indonesia beragama, maka hukum masyarakat Indonesia tunduk pada 

agama yang dianut sebagian besar penduduknya yaitu Islam. 

Jika Pengadilan Agama Surabaya dapat direkam dalam sejarah 

Peradilan Agama Indonesia di Perpustakaan hukum adat, kita akan 

memiliki bukti bahwa Pengadilan Agama sudah ada sebelum kedatangan 

Portugis dan Belanda di Indonesia. Keadilan agama mulai muncul sekitar 

tahun 1820 melalui intervensi langsung pemerintah Belanda, yang 

termanifestasikan dalam instruksi kepada bupati dengan dikeluarkannya 

Stbl. 1853 Nomor 58 mengenai Kewenangan Peradilan Agama di Jawa 

dan Madura. Ketika orang Jawa yang beragama Islam berhadapan satu 

sama lain, sering terjadi perselisihan mengenai perkawinan atau masalah 

lain yang memerlukan penyelesaian sesuai dengan hukum agama Islam.41 

2. Letak Geografis 

Secara geografis Surabaya terletak pada bujur timur -112.54 

lintang selatan dan 112.36 antara 07.12. Kota ini berada pada ketinggian 

3-6 meter di atas permukaan laut, termasuk dalam kategori daerah 

daratan rendah, dengan luas wilayah mencapai 33.306,30 Ha. Daerah 

Surabaya bagian selatan yang membujur dari barat ke timur terdapat dua 

bukit landai yang berada didaerah lidah dan daerah Gayungan. 

 
41 https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya diakses pada tanggal 30 Mei 

2024  

https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya


35 

 

Sedangkan dibagian barat kota Surabaya adalah daerah perbukitan yang 

mengandung kadar kapur yang tinggi. Sementara Surabaya sendiri 

merupakan daerah dengan kontur tanah jenis aluvial atau hasil endapan 

sungai serta pasir.42 

Surabaya dapat dianggap sebagai salah satu dari pemukiman yang 

sudah berusia tua di Indonesia. Asal muasal Surabaya berasa dari sebuah 

pemukiman pantai (perkampungan di atas air) yang letaknya berada di 

muara sungai kalmias dengan nama Ujunggaluh (Hujanggulah). Menurut 

cerita perjuangan Raden Wijaya bersama rakyat dalam mengusir tentara 

Tartar Ku Bhilai Khan dari wilayah Ujunggaluh, Ujunggaluh diyakini 

lahir pada tanggal 31 Mei 1293. Sampai sekarang, alasan mengapa nama 

Ujunggaluh tidak terkenal dan nama Surabaya lebih populer masih belum 

diketahui. 

Rumah-rumah kampung di Surabaya pada awalnya dibangun di 

atas tiang dan di pemukiman air. Namun, karena adanya proses tektonik 

yang mengangkat permukaan tanah sekitar 5-8 meter perabad, serta 

proses pengendapan yang menambah garis pantai sekitar 7,5 cm per 

tahun, kampung-kampung di Surabaya berubah menjadi kampung 

daratan. Pada awalnya masyarakat asli di perkampungan Ujunggaluh 

memiliki pola kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan 

berburu dan memancing. Namun, seiring berjalannya waktu dan 

perubahan kondisi, pola kehidupan tersebut digantikan oleh industri dan 

perdagangan. 

Surabaya, yang terletak di pantai Pulau Jawa dan berada di muara 

salah satu anak sungai Brantas, menjadi tempat singgah bagi perahu-

perahu dagang. Karena hal ini, terjadi percampuran antara penduduk asli 

 
42 https://www.Surabaya.go.id/id/page/0/8227/geografi diakses pada tanggal 25 Januari 

2024 

https://www.surabaya.go.id/id/page/0/8227/geografi
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dan pendatang. Surabaya menjadi wilayah yang strategis untuk 

menghubungkan berbagai kepentingan antara kerajaan di Pulau Jawa 

serta kerajaan-kerajaan di kepulauan Nusantara. Batas-batas wilayah: 

- Sebelah Utara : Selat Madura 

- Sebelah Timur : Selat Madura 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo 

- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik 

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2001, Kota Surabaya memiliki 

wilayah kerja pembantu yang terbagi menjadi 5 wilayah kerja, 

diantaranya: Surabaya Utara (5 Kecamatan), Surabaya Timur (7 

Kecamatan), Surabaya Selatan (7 Kecamatan), Surabaya Barat (7 

Kecamatan), dan Surabaya Pusat (4 Kecamatan). Surabaya juga memiliki 

154 kelurahan, 1.362 Rukun Warga (RW) dan 9.096 Rukun Tetangga 

(RT) dan 154 Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK).43 

 

Gambar 3. 1 Peta wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya 

 
43 https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya diakses pada tanggal 25 

Januari 2024 

https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya
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3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya mengacu pada 

aturan-aturan, antara lain: Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

mengenai Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor KMA/004/II/92 mengenai organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, 

kemudian KMA Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Struktur Organisasi 

Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan. 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai 

berikut44: 

Gambar 3.2 

 

Gambar 3. 2 Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya 

 
44 https://www.pa-Surabaya.go.id/pages/profil-pa.Surabaya diakses pada tanggal 25 

Januari 2024 

https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya
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4. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang 

mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus serta 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah 

yang dilaksanakan berdasarkan perdoman Hukum Islam, serta wakaf dan 

shadaqah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2010 tentang Peradilan Agama. 

Dalam melaksanakan tugas pokok yang telah disebutkan, 

Pengadilan Agama mempunyai fungsi yaitu : 

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyiataan dan 

eksekusi; 

2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, 

kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan 

lainnya; 

3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur 

di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan 

keuangan kecuali biaya perkara); 

4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 

Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, 

apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama; 

5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang 

yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradian Agama; 

6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 

pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya; 

7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian 

dan sebagainya.45 

B. Deskripsi Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby 

Putusan perkara Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby adalah perkara 

Gugatan Hak Asuh Anak (Haḍanah). Ayah sebagai pihak pertama atau 

penggugat melawan ibu sebagai pihak kedua atau tergugat mengajukan 

perkara ini pada tanggal 12 Mei 2023. Singkatnya dalam duduk perkara yang 

penggugat ajukan penggugat dan tergugat telah bercerai. Dari perkawinan 

tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang yang lahir pada tanggal 28 

Februari 2016. Hak asuh anak setelah perceraian berada dalam asuhan 

tergugat selaku ibu.46 

Setelah terjadinya perceraian mulanya hubungan antara ayah dan anak 

baik-baik saja, berkomunikasi dengan baik dan dapat bertemu dengan untuk 

mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Tetapi sejak bulan Januari tahun 

2023 penggugat tidak diberikan izin untuk menemui anak dan penggugat 

merasa keberatan. Hal tersebut dikarenakan tergugat dan anak berpindah 

tempat tinggal di Surabaya. Dalam uraian dalil gugatannya penggugat juga 

 
45 https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya diakses pada tanggal 30 Mei 

2024  
46 Salinan Putusan Hak Asuh Anak Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby, 1. 

https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya
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mengemukakan alasan-alasan hukum dan menggugat pencabutan hak asuh 

anak dari tergugat.47  

Pada hari persidangan yang sudah ditetapkan penggugat hadir bersama 

kuasa hukumnya dan tergugat menghadap di persidangan. Karena hasil 

mediasi gagal, sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 25 Mei 2023 

maka persidangan dilanjutkan secara elektronik. Setelah melalui proses 

pembacaan gugatan dan jawaban serta replik duplik, dalam pembuktiannya 

penggugat menyerahkan 10 bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya. 

Penggugat juga mengajukan 4 orang saksi masing-masing adalah adik 

kandung penggugat, teman penggugat, isteri penggugat dan saudara ipar 

penggugat. Begitu pula tergugat juga mempunyai hak untuk menguatkan 

dalil-dalilnya dengan mengajukan 3 bukti surat dan 2 orang saksi yaitu suami 

tergugat dan tetangga tergugat sekaligus RT di tempat tinggal tergugat.48 

Setelah proses pembuktian di depan muka hakim selesai dilaksanakan, 

dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh kedua pihak. Karena dari 

awal sudah menyepakati proses persidangan menggunakan e-Court maka 

penyampaikan kesimpulan juga dilakukan secara online melalui aplikasi e-

Court. Pada tanggal 23 Agustus 2023 kuasa hukum Penggugat telah 

mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui e-Court, dengan tetap pada 

gugatannya dan memohon putusan kepada majelis hakim. Sedangkan pihak 

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.49 

Majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus 

perkara haḍanah ini, yang pada pokoknya menekankan bahwa haḍanah 

merupakan aktivitas dan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh, dan 

mendidik seorang anak dari saat lahir hingga mereka mampu mandiri dan 

mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, dalam Hukum Islam, hal yang paling 

 
47 Ibid., 1-9. 
48 Ibid., 20-27. 
49 Ibid.,  27. 
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mendasar yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini yaitu 

demi kemaslahatan anak itu sendiri mencakup pertumbuhan jasmani dan 

rohani anak, kecerdasan intelektual dan agamanya. Pada intinya kemaslahatan 

ditujukan untuk anak, bukan untuk kemaslahatan pihak ibu atau ayah. Oleh 

karena itu, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak penggugat dan 

tergugat. 

Mempertimbangkan bahwa hak asuh anak pada dasarnya diberikan 

kepada seseorang demi kepentingan terbaik anak itu sendiri, termasuk untuk 

melindungi hak-haknya dan memastikan pertumbuhan serta 

perkembangannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 

Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. Jika orang tua mengabaikan kewajibannya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 26, pengawasan atau hak asuh orang tua dapat 

dicabut. 

Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan Pasal 156 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Jika pemegang haḍanah 

tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak, meskipun telah 

memenuhi biaya nafkah dan haḍanah, maka Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak haḍanah kepada kerabat lain yang memiliki hak haḍanah 

atas permintaan kerabat yang bersangkutan”. 

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terbukti Tergugat adalah 

seorang yang taat dalam beragama serta memperlakukan anak Penggugat dan 

Tergugat dengan baik, penuh kasih sayang dan perhatian terhadap masalah 

pendidikan anak baik pendidikan formal maupun informal yang terbukti 

bahwa anak tersebut sudah bersekolah di SD dekat rumah Tergugat dan sore 

harinya mengaji di TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an). 
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Mengenai dalil Penggugat yang merasa dihalang-halangi oleh Tergugat 

untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim memiliki 

pendapat bahwa bukti P/TR-5 berupa surat somasi yang telah diajukan 

Penggugat hanya keterangan sepihak dari Penggugat. Sedangkan berdasarkan 

keterangan saksi pada pokoknya adalah pada awalnya Penggugat biasa 

menjenguk anak Penggugat dan Tergugat serta masih tetap memberikan 

nafkah kepada anak sesuai dengan bukti (P/TR-2 dan P/TR-3). 

Namun kemudian terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan 

Tergugat yang terjadi pada waktu penjemputan anak saat lebaran. Tergugat 

memberikan waku penjemputan setelah salam-salaman, tetapi Penggugat 

menjemputnya setelah solat id (Hari Raya) padahal salam-salaman belum 

selesai. Hal tersebut mengakibatkan Tergugat tidak terima dan terjadi sedikit 

keributan. Lalu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Ketua RT setempat 

karena merasa dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya. Berdasarkan 

fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kesalahpahaman (keegoisan) 

antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dijadikan alasan dalam gugatan 

perkara e-quo. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa 

gugatan Penggugat tidak memiliki cukup alasan, sesuai dengan Pasal 30 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum 

Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk mencabut hak asuh anak 

(haḍanah) harus ditolak. Dalam rekonvensi, karena gugatan pokok dalam 

perkara ini dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi juga harus ditolak.50 

Atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah disebutkan 

sebelumnya, hakim menetapkan putusan yang dibacakan dipersidangan 

dengan amar putusannya yaitu menolak gugatan konvensi dan rekonvensi 

 
50 Ibid., 27-36. 
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serta membebankan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara yang berjumlah Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus 

tiga puluh ribu rupiah).51 

C. Diskripsi Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 

Putusan perkara Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby merupakan Gugatan 

Hak Asuh Anak (Haḍanah), antara Samsul Arifin bin Burhan melawan Ajeng 

Citra Putri Wahyu Trisnawati binti Trisno Joyo. Penggugat atau Samsul Arifin 

mendaftarkan gugatannya pada tanggal 6 Juni 2023 melalui aplikasi e-court. 

Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Sandy Krishna, S.H. 

mengajukan gugatan hak asuh anak. Sedangkan Ajeng Citra Putri Wahyu 

Trisnawati memberikan kuasa kepada Mochammad Nasiq, S.H., sebagai 

kuasa hukumnya. Singkatnya dalam duduk perkara yang diajukan bahwa 

penggugat dan tergugat telah bercerai. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 

seorang anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni bin Samsul Arifin 

yang lahir pada tanggal 14 Februari 2015 di Surabaya.52 

Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami istri, 

namun sejak tanggal 24 Maret 2020 mereka bercerai. Dari pernikahan tersebut 

dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni 

yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015. Setelah perceraian 

Penggugat dan Tergugat, Muhammad Uwais Al-Qorni tinggal dan diasuh oleh 

Tergugat di Surabaya. Diketahui juga bahwa Penggugat memberikan nafkah 

kepada Muhammad Uwais Al-Qorni saat masih dalam asuhan Tergugat 

terakhir pada bulan April tahun 2023. Sampai dengan persidangan dilakukan 

Muhammad Uwais Al-Qorni dalam asuhan Penggugat di Madura sejak setelah 

Hari Raya Idul Fitri 2023.53 

 
51 Ibid., 36-37. 
52 Salinan Putusan Hak Asuh Anak Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, 1. 
53 Ibid., 2-5. 
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Pada hari persidangan yang telah dijadwalkan, Penggugat dan Tergugat 

beserta kuasa hukumnya hadir untuk memenuhi panggilan majelis hakim. 

Upaya mendamaikan secara kekeluargaan telah diupayakan oleh majelis 

hakim melalui mediasi oleh mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H. yang terdaftar di 

Pengadilan Agama Surabaya. Tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil 

sesuai dengan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2023. Karena mediasi tidak 

berhasil, Ketua majelis hakim meminta persetujuan tertulis untuk 

melaksanakan sidang secara elektronik kepada kedua belah pihak.54 

Agenda yang telah ditetapkan dalam jadwal dilaksanakan sesuai dengan 

urutan yaitu penyampaian jawaban oleh Tergugat tertanggal 11 Juli 2023. 

Dilanjutkan dengan penyampaian Replik oleh Penggugat secara tertulis pada 

tanggal 18 Juli 2023. Penyampaian Duplik oleh Tergugat tertanggal 25 Juli 

2023 secara tertulis. 

Untuk memperkuat argumen Penggugat dan Tergugat, keduanya 

diminta untuk membuktikannya. Penggugat mengajukan 8 bukti surat dan 

melibatkan 2 saksi, yaitu ibu kandung Penggugat dan kakak kandung 

Tergugat. Sementara itu, Tergugat menyodorkan 15 bukti surat dan 

melibatkan 2 saksi, yaitu ayah kandung Tergugat dan kakak kandung 

Tergugat. Setelah proses pembuktian dianggap selesai, kuasa hukum 

Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan 

serta memohon putusan kepada majelis hakim yang disampaikan melalui 

aplikasi e-Court secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023. Sedangkan kuasa 

hukum Tergugat menyampaikan kesimpulan langsung di persidangan pada 

tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban, duplik dan 

memohon putusan kepada majelis hakim.55 

 
54 Ibid., 6. 
55 Ibid., 24-39. 
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Pada dasarnya hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, 

termasuk perkembangan fisik dan mental, kecerdasan intelektual, dan agama. 

Hak melakukan haḍanah bukan seperti hak milik kebendaan yang 

mengesampingkan hak dari pihak lain. Hak haḍanah ini bertujuan untuk 

menunjukkan hak sekaligus kewajiban guna Merawat dan mendidik anak 

untuk memastikan masa depan yang cerah adalah tujuan utama. Oleh karena 

itu, setiap pihak tidak diperbolehkan menghalangi hubungan anak dengan 

pihak lain. 

Majelis hakim menggunakan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam yang intinya adalah jika terjadi perceraian, maka anak yang belum 

mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 

41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah 

dengan Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 

yang pada pokoknya mengacu asas dalam hal pengasuhan anak semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak itu sendiri. 

Mempertimbangkan bukti T.1 (akta kelahiran Muhammad Uwais Al-

Qorni), T.2 (fotokopi surat tanda belajar PAUD), T.3 (fotokopi surat ijazah 

kelulusan TK), T.4 (fotokopi surat keterangan dari kepada sekolah SDN 

Kandangan 2/620 Surabaya), T.5 (fotokopi rapot sekolah dasar semester 

ganjil) dan T.6 (fotokopi rapot sekolah dasar semester genap) juga didukung 

keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Muhammad 

Uwais Al-Qorni lahir di Surabaya tangggal 14 Februari 2015, sejak lahir 

sampai dengan April 2023 tinggal bersama tergugat atau ibu kandung. Diasuh, 

dididik dan diajar mengaji serta dirawat dengan baik oleh tergugat. Namun 

berdasarkan bukti P.3 (kutipan akta cerai) dan dalil gugatan penggugat yang 

tidak dibantah oleh tergugat. Penggugat dan tergugat resmi bercerai pada 

tanggal 24 Maret 2020, jika dihubungkan dengan tergugat yang telah menikah 

siri dengan Adi yang masih beristeri telah memperoleh dua orang anak. 
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Menurut saksi penggugat anak pertama yang bernama AL sudah berumur 3 

tahun maka selaras dengan dalil penggugat, sehingga kalau dihitung status 

tergugat ketika lahir anak pertama yang bernama AL tersebut masih berstatus 

isteri penggugat dan belum bercerai. Karena jarak cerai dari 24 Maret 2020 

belum dihitung BHT dan masa iddahnya maka patut jika penggugat 

menyatakan tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain ketika 

penggugat dan tergugat masih suami isteri. Meskipun menurut tergugat telah 

ditalak secara lisan oleh penggugat, hal itu tidak dapat dibenarkan secara 

hukum yang berlaku.56 

Pertimbangan hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat 

yang dihadirkan dalam persidangan yang pada pokokmya Penggugat peduli 

dengan pendidikan anak, tidak berperilaku tercela serta mempunyai akhlak 

yang baik, taat beragama dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Dengan 

memperhatikan kondisi Tergugat dan sikap Penggugat terhadap anaknya serta 

kondisi anaknya yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni yang diasuh oleh 

Penggugat sejak April 2023 dalam keadaan baik dan telah bersekolah di 

tempat tinggal Penggugat, hakim juga memperhatikan keterangan anak 

tersebut dalam persidangan, maka patut dan layak jika Penggugat diberikan 

hak haḍanah untuk memelihara dan mendidik Muhammad Uwais Al-Qorni 

secara lahir dan batin. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat 

untuk ditetapkan sebagai pemegang hak Haḍanah anak yang bernama 

Muhammad Uwais Al-Qorni yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 

dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan.57 

 
56 Ibid, 54 
57 Ibid., 39-56. 
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Atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah disebutkan 

sebelumnya, hakim menetapkan putusan yang dibacakan dipersidangan 

dengan amar putusan yaitu dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat 

serta menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni 

bin Samsul Arifin yang lahir di Surabaya pada tanggal 14 Februari 2015 atau 

yang masih berusia 8 tahun atau belum mumayyiz di bawah asuhan Penggugat. 

Kemudian dalam rekonvensi karena gugatan konvensi sudah dikabulkan maka 

gugatan rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya. Yang terakhir dalam 

konvensi dan rekonvensi membebankan kepada penggugat konvensi atau 

tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah 

Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Demikianlah amar 

putusan dari putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby.58 

 
58 Ibid.,  56-57. 
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BAB IV 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG 

PEMBERIAN HAK HAḌANAH ANAK BELUM MUMAYYIZ 

KEPADA AYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Hak Haḍanah 

kepada Ayah (Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby) 

Peran hakim dalam persidangan sangat penting, namun terbatas pada 

pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan atas sengketa yang 

diajukan kepadanya. Oleh karena itu, dalam menangani sengketa, hakim 

memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi rasa keadilan berdasarkan fakta, 

alasan-alasan, dan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan atau sumber hukum yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 

memutuskan suatu perkara. 

Hakim yang memiliki pengetahuan luas tentang hukum dapat 

memutuskan sengketa dengan bijaksana. Abu Musa Al-Asy'ari menerima 

nasihat dari Umar r.a. untuk menguasai ilmu tentang sumber Hukum Islam 

dan keterampilan dalam menerapkannya dalam kasus ijtihad dan qiyas. 

Nasihat tersebut adalah sebagai berikut: “Gunakanlah pemahaman terhadap 

hal-hal yang diajukan kepada Anda dari hukum yang tidak terdapat dalam Al-

Qur'an dan tidak pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah permasalahan-

permasalahan tersebut satu sama lain dan kenalilah hukum-hukum yang 

serupa. Setelah itu, ambillah yang paling mendekati kebenaran.”.59 

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa untuk 

memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang 

 
59 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Jakarta: Kencana, 

2007), 103. 
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luas tentang hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini 

bertujuan agar putusan yang diambil mengandung kebenaran dan keadilan. 

Dengan demikian, penulis bermaksud untuk menganalisis landasan 

pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya pada Nomor 

perkara 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby yang 

dikeluarkan pada tahun 2023. 

1. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby 

Berdasarkan proses pemeriksaan berdasarkan jawaban, replik, 

duplik dan bukti-bukti yang telah diajukan baik bukti tertulis maupun 

saksi yang telah diajukan penggugat dan tergugat, maka ditemukan fakta 

sebagai berikut : 

- Penggugat dan tergugat dahulunya merupakan suami isteri yang 

kemudian bercerai pada tahun 2021. Dari pernikahan tersebut 

dikaruniai seorang anak yang bernama Anak penggugat dan 

tergugat, yang lahir pada tanggal 28 Februari 2016 (umur 7 tahun), 

yang sekarang ikut bersama tergugat. 

- Tergugat merupakan seorang yang taat beribadah dan 

memperlakukan anak dengan baik dan penuh perhatian. Kondisi 

anak dalam asuhan tergugat dalam kondisi baik dan sehat serta 

sudah sekolah di SD Simokerto yang letaknya dekat dengan rumah 

tergugat dan kalau sore hari juga sekolah di TPA (Taman Pendidikan 

Al-Qur’an). 

- Penggugat bisa menjenguk anaknya, kecuali kemarin bertepatan 

dengan hari lebaran terjadi kesalahpahaman antara penggugat dan 

tergugat. Pada saat itu Penggugat menjenguk anaknya lalu oleh 

Tergugat dijanjikan setelah salam-salaman, akan tetapi ketika 

suasana masih salam-salaman Penggugat mengambil atau mengajak 

anaknya. Akhirnya Tergugat tidak terima yang kemudian terjadi 
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sedikit keributan. Selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat 

kepada RT setempat karena merasa dihalang-halangi oleh Tergugat 

untuk bertemu anaknya. 

Berdasarkan data di atas, diketahui fakta-fakta bahwa dari 

pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang lahir 

pada tanggal 28 Februari 2016 atau berumur 7 tahun. Anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagai akibat dari perceraian 

kedua orang tuanya maka hak haḍanah ada pada tergugat selaku ibunya. 

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c), 

intinya menyatakan “Bahwa jika pemegang haḍanah tidak mampu 

memberikan perlindungan yang cukup untuk keselamatan fisik dan 

mental anak, meskipun telah memenuhi biaya nafkah dan haḍanah, 

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak haḍanah kepada kerabat lain 

yang juga memiliki hak haḍanah atas permintaan kerabat yang 

bersangkutan”. 

Dengan memperhatikan sikap tergugat selama mengasuh anak 

Penggugat dan Tergugat pasca perceraian di tahun 2021 sampai dengan 

saat persidangan perkara hak haḍanah anak ini disidangkan, bahwa 

tergugat adalah seorang yang taat beribadah, memperlakukan anak 

dengan baik dan penuh dengan perhatian, maka tergugat memenuhi 

syarat untuk memegang hak haḍanah anak. 

Perlu diperhatikan pula kondisi anak selama dalam asuhan 

tergugat dalam kondisi yang baik, sehat dan sudah sekolah di SD 

Simokerto yang letaknya dekat dengan rumah tergugat serta kegiatan 

sore anak adalah bersekolah atau mengaji di Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA). Berdasarkan fakta tersebut anak Penggugat dan Tergugat 

telah memiliki kegiatan rutin dalam pendidikannya, jika hak haḍanah 

anak dialihkan maka kemungkinan yang terjadi anak akan merasa tidak 
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nyaman dan akan mengganggu kegiatan sekolah serta mengajinya atau 

anak akan membutuhkan penyesuaian ulang. 

Merespon dalil penggugat yang merasa dihalang-halangi untuk 

bertemu anaknya pada saat hari Raya Idul Fitri 2023, berdasarkan bukti 

dan keterangan saksi di persidangan Majelis hakim berpendapat bahwa 

hal tersebut merupakan kesalahpahaman (keegoisan) antara  para pihak 

dan tidak bisa dijadikan alasan dalam gugatan perkara e quo. 

Karena gugatan penggugat yang tidak cukup alasan, berdasarkan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2014 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka 

gugatan Penggugat untuk pencabutan hak asuh anak (haḍanah) harus 

ditolak. 

2. Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 

Berdasarkan proses pemeriksaan berdasarkan jawaban, replik, 

duplik dan bukti-bukti yang telah diajukan baik bukti tertulis maupun 

saksi yang telah diajukan penggugat dan tergugat, maka ditemukan fakta 

sebagai berikut : 

- Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi telah 

bercerai sejak tanggal 24 Maret 2020. Dari pernikahan tersebut 

dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni yang 

lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 (umur 8 tahun). 

- Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah melakukan nikah 

siri dengan Adi yang masih beristeri. Diketahui juga bahwa 

Tergugat dengan suami sirinya tersebut dikaruniai 2 orang anak, 

anak pertama berumur sekitar 3 tahun berjenis kelamin laki-laki dan 

anak kedua yang baru lahir berjenis kelamin perempuan. 



52 

 

- Anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Qorni ikut dan diasuh 

oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai serta telah 

disekolahkan dan belajar mengaji. 

- Tergugat dulu bekerja di salon dan sekarang sebagai ibu rumah 

tangga biasa serta sambil kerja kateringan. 

- Anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni sifatnya banyak tingkah 

dan bertengkar dengan adiknya, sehingga Tergugat pernah 

mengomel-ngomel atau memarahinya, meskipun demikian 

Tergugat tetap menyayangi dan mendidiknya dengan baik. 

- Selama anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni tinggal dan 

diasuh oleh Tergugat, Penggugat sebagai ayah kandung masih 

memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sampai dengan April 

2023. 

- Ketika anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni masih kecil 

sekitar umur 4 s/d 6 tahun pernah terkena musibah yaitu ketumpahan 

kuah panas dan diobati di Rumah Sakit. 

- Sejak setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 anak Muhammad Uwais 

Al-Qorni dibawa oleh Penggugat dan keluarganya serta diasuh 

Penggugat di Madura. 

- Selama di Madura, Muhammad Uwais Al-Qorni sekarang sudah 

belajar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Desa Samaran, 

Kecamatan Tambelangan-Sampang, sudah naik kelas 2. 

- Selama Muhammad Uwais Al-Qorni tinggal dan diasuh oleh 

Penggugat di Madura, pihak keluarga Tergugat berkeinginan untuk 

mengambil kembali, tetapi karena waktu itu kondisi Tergugat yang 

hamil besar dan faktor kesibukan dari pihak keluarga, keingingan 

tersebut tidak terwujud. 

- Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi dan bekerja di 

Madura. 
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- Anak bernama Muhammad Uwais Al-Qorni sekarang tidak mau lagi 

tinggal di Surabaya dengan Tergugat selaku ibunya karena Tergugat 

sudah menikah lagi.  

Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa Penggugat dan 

Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang bercerai pada 

tahun 2020. Dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat memiliki 

seorang anak laki-laki bernama Muhammad Uwais Al-Qorni, yang lahir 

pada tanggal 14 Februari 2015 (berusia 8 tahun saat ini). Karena usia anak 

yang masih di bawah 12 tahun, yang berarti belum mencapai usia 

mumayyiz, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak 

asuh anak yang belum mumayyiz dalam kasus perceraian menjadi hak 

ibunya. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 huruf (b) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

prinsip yang sama berlaku dalam pengasuhan anak yang didasarkan 

sepenuhnya pada kepentingan anak tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hakim berpendapat bahwa dalam 

menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan dan pengasuhan 

anak atau haḍanah, keputusan tidak hanya didasarkan pada siapa yang 

memiliki hak yang lebih tinggi antara Penggugat sebagai ayah atau 

Tergugat sebagai ibu. Jika diputuskan berdasarkan aturan yang ada, hak 

haḍanah anak yang belum mumayyiz akan berada di bawah asuhan 

ibunya. 

Namun dalam hal ini, hakim mempertimbangkan berdasarkan 

kepentingan terbaik bagi anak (best interest of child). Hal tersebut sejalan 

dengan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 tertanggal 07 Desember 

2007 dengan kaedah hukum “pertimbangan utama dalam masalah 
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haḍanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si 

anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun 

si anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz)”. 

Berdasarkan bukti T.1 (akta kelahiran Muhammad Uwais Al-

Qorni), T.2 (fotokopi surat tanda belajar PAUD), T.3 (fotokopi surat 

ijazah kelulusan TK), T.4 (fotokopi surat keterangan dari kepada sekolah 

SDN Kandangan 2/620 Surabaya), T.5 (fotokopi rapot sekolah dasar 

semester ganjil) dan T.6 (fotokopi rapot sekolah dasar semester genap) 

juga saki-saksi yang telah dipertimbangkan sebelumnya, anak bernama 

Muhammad Uwais Al-Qorni lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015. 

Sejak lahir sampai dengan sekitar bulan April tahun 2023 tinggal bersama 

Tergugat, diasuh, dididik, diajar mengaji dan dirawat dengan baik oleh 

Tergugat. Namun, berdasarkan bukti P.3 (fotokopi kutipan akta cerai) 

dan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat 

bercerai dengan Penggugat tanggal 24 Maret 2020. Dengan demikian 

patut jika Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan 

perselingkuhan dengan pria lain ketika Penggugat masih sebagai suami 

isteri. Meskipun menurut Tergugat telah ditalak secara lisan oleh 

Penggugat, hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku. 

Sebagaimana dengan bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran) 

dan P.8 (fotokopi surat keterangan kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Samaran) serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah 

dipertimbangkan sebelumnya, bahwa anak bernama Muhammad Uwais 

Al-Qorni sejak lahir sampai dengan sekitar Aprl 2023 berada dalam 

asuhan Tergugat dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani. Tetapi 

sejak April 2023 Muhammad Uwais Al-Qorni tinggal bersama 

Penggugat dan telah bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Samaran Tambelangan Sampang Madura dan telah duduk di kelas 2. 

Dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat peduli dengan pendidikan 
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anaknya dan tidak berperilaku tercela dan berakhlak baik serta taat agama 

dan tidak melakukan perbuatan maksiat, maka dengan memperhatikan 

kondisi Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas dan sikap 

Penggugat kepada anaknya dan memperhatikan pula keterangan anak 

tersebut dalam persidangan, membuktikan patut dan layak jika 

Penggugat memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin. 

Tabel 4. 1  

Ringkasan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 

Pertimbangan Hukum 

No. 
Putusan Nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby 

Putusan Nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 

156 huruf (c) dan Pasal 30 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 yang telah diubah 

dengan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak 

Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 105 huruf (a), Pasal 

41 huruf (a) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, 

Pasal 2 huruf (b) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 

2002 yang telah diubah 

dengan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan anak 

dan Yurisprudensi Nomor 

110 K/AG/2007 

2. Anak dari pernikahan 

Penggugat dan Tergugat 

Anak dari pernikahan 

Penggugat dan Tergugat 
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masih berumur 7 tahun (belum 

mumayyiz) 

masih berumur 8 tahun 

(belum mumayyiz) 

3. Setelah terjadinya perceraian 

anak tinggal bersama Tergugat 

(ibu kandung) 

Setelah terjadinya 

perceraian anak tinggal 

bersama Tergugat (ibu 

kandung) sampai dengan 

sekitar April 2023 anak 

tinggal bersama 

Penggugat (ayah kandung) 

di Madura 

4. Setelah perceraian sampai 

dengan sebelum gugatan 

dilayangkan, Penggugat bisa 

bertemu dengan anaknya 

untuk mencurahkan kasih 

sayang 

Tergugat (ibu kandung) 

terbukti melakukan 

perselingkuhan ketika 

masih berstatus menjadi 

Isteri Penggugat secara 

negara 

5. Tergugat atau ibu kandung 

sudah menikah lagi dan belum 

dikaruniai anak dari 

pernikahan tersebut 

Tergugat sudah menikah 

lagi dan dikaruniai dua 

orang anak dari 

pernikahan tersebut 

6. Dalam persidangan terbukti 

bahwa gugatan Penggugat 

berdasakan kesalahpahaman 

(keegoisan) anatara Penggugat 

dan Tergugat, sehingga tidak 

bisa dijadikan alasan dalam 

gugatan perkara e quo 

Majelis hakim 

mendengarkan kesaksian 

dari anak Penggugat dan 

Tergugat yang tidak mau 

kembali dalam asuhan 

Tergugat karena Tergugat 

telah menikah lagi 
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7. Tergugat (ibu kandung) 

terbukti telah melakukan 

pemeliharaan (haḍanah) 

dengan baik 

Penggugat (ayah kandung) 

terbukti telah melakukan 

pemeliharaan (haḍanah) 

dengan baik 

 

Berdasarkan keadaan yang sebelumnya telah dijelaskan, di antara 

kedua permohonan hak asuh anak (haḍanah) tersebut penggugat sama-

sama mengajukan permohonan hak asuh anak (haḍanah) tetapi kedua 

perkara tersebut memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan 

ini muncul selama proses pemeriksaan di persidangan, di mana majelis 

hakim menemukan fakta peristiwa dan fakta hukum baru yang 

mempengaruhi pertimbangannya. 

Pembahasan di atas memaparkan pertimbangan hukum putusan 

nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan  putusan nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai hak asuh anak (haḍanah) ditemukan 

kesamaan. Kesamaan tersebut terletak pada pertimbangan hukum 

keduanya yang mempertimbangkan kemaslahatan anak, hal tersebut 

sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini, dimana pelaksana hak asuh 

anak (haḍanah) diharuskan memprioritaskan “The best interest of the 

child”, yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa 

akibat dari perceraian mengikat kewajiban bagi bapak atau ibu untuk 

merawat dan mendidik anak-anak mereka. Meskipun kedua putusan 

tersebut sama-sama memeriksa hak asuh anak (haḍanah) dengan 

Penggugatnya adalah bapak dari anak, tetapi kedua putusan tersebut 

menghasilkan amar putusan yang berbeda. Akan tetapi dalam 

mempertimbangkan putusan tersebut hakim melihat pada kemaslahatan 

anak atau yang terbaik bagi anak. 
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Persamaan berikutnya yaitu kesamaan status tergugat atau ibu 

kandung yang sama-sama telah menikah lagi. Tetapi tergugat dari 

putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby belum memiliki anak dari 

pernikahan terbarunya sedangkan  tergugat dari putusan nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby telah dikaruniai dua orang anak dari 

pernikahan terbarunya. 

Adapun perbedaan yang terlihat antara Putusan nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan  putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 

adalah dalam hal keadaan Tergugat (Ibu Kandung) pada putusan nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby sesuai dengan yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, bahwa tergugat (ibu kandung) adalah seorang yang taat 

beribadah, memperlakukan anak dengan baik dan penuh dengan 

perhatian, maka tergugat memenuhi syarat untuk memegang hak 

haḍanah anak. Menimbang juga bahwa anak dari penggugat dan tergugat 

dari setelah terjadinya perceraian berada dalam asuhan Tergugat (ibu 

kandung), dengan kondisi dan alasan yang ternyata adalah 

kesalahpahaman yang telah dijelaskan sebelumnya majelis hakim 

mempertimbangkan untuk menolak gugatan dari penggugat (ayah 

kandung). 

Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 

ditemukan fakta bahwa Tergugat (ibu kandung) telah menikah lagi dan 

dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak. Setelah 

terjadinya perceraian sampai dengan April 2023 anak penggugat dan 

tergugat berada dalam asuhan tergugat (ibu kandung) dalam keadaan 

baik, sehat jasmani dan rohaninya. Namun, sejak April 2023 anak 

penggugat dan tergugat sudah tinggal bersama Penggugat (ayah 

kandung) di Madura. 
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Dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang peduli dengan 

pendidikan anaknya, tidak berperilaku tercela dan berakhlak baik serta 

taat beragama dan tidak melakukan perbuatan maksiat sehingga patut dan 

layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir batin. 

Majelis hakim juga mempertimbangkan bagaimana kondisi tergugat 

yang telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum 

yang berlaku yaitu perselingkuhan serta mempertimbangkan juga 

bagaimana keterangan anak dalam persidangan. Berdasarkan perbedaan 

kondisi Tergugat tersebut menimbulkan perbedaan Pertimbangan 

Hukum, dimana hal itu berpengaruh dalam majelis hakim membuat 

keputusan terkait hak asuh anak (haḍanah). 

B. Perspektif Hukum Islam  tentang Pemberian Hak Haḍanah anak belum 

mumayyiz kepada Ayah (Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby) 

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai hak asuh anak, sesuai dengan penjelasan 

sebelumnya bahwa Majelis Hakim dalam putusan tersebut memutuskan amar 

dengan menolak gugatan penggugat, dalam artian hak asuh anak (haḍanah) 

tergugat tidak dapat dicabut. Sehingga hak asuh anak (haḍanah) tetap pada 

tergugat selaku ibu kandung. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya 

Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby majelis hakim memberikan amar putusan 

mengabulkan gugatan penggugat, Sehingga hak asuh anak yang belum 

mumayyiz diberikan kepada Penggugat sebagai ayah biologis. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada sub bab, dalam salah satu 

pertimbangannya, saat memberikan keputusannya, majelis hakim 

menggunakan pertimbangan yang paling mendasar yaitu berdasarkan 

kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan orang tua dan siapa yang paling 

berhak. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif maupun 
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dalam fiqih terkait pemeliharaan anak yang menjadi utama adalah 

kemaslahatan anak.  

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa akibat dari perceraian adalah kewajiban tetap bagi bapak 

atau ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, yang sepenuhnya 

didasarkan pada kepentingan anak. Di sisi lain, dalam ketentuan fikih, ulama 

fikih memberikan urutan dan skala prioritas dalam hal pemeliharaan anak, 

yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama bagi para 

wanita. Ulama fikih meyakini bahwa naluri seorang wanita lebih sesuai untuk 

merawat dan mendidik anak, serta kesabaran yang dimiliki wanita dalam 

mengatasi masalah kehidupan anak lebih tinggi dibandingkan dengan 

kesabaran seorang laki-laki. 

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam mengenai pengasuhan anak 

terdapat dua pasal yang sesuai, yaitu Pasal 105 dan 156. Pada Pasal 105 

memuat ketentuan mengenai pengasuhan anak dalam dua keadaan. Pertama, 

jika kondisi anak masih dibawah umur atau belum mumayyiz maka 

pengasuhan anak diberikan kepada ibu. Kedua, jika kondisi anak sudah 

mumayyiz maka anak diberikan hak untuk memilih apakah akan diasuh oleh 

ayah atau ibu. Sedangkan Pasal 156 memuat aturan mengenai pengasuhan 

anak dalam kondisi ibu kandungnya meninggal dunia yaitu dengan 

memberikan urutan siapa yang memiliki hak mengasuh anak yang dikuasai 

oleh kaum perempuan.60 

Ketika melihat sub bab sebelumnya yang telah menyebutkan bahwa 

umur anak dari kedua putusan tersebut masih dalam golongan belum 

mumayyiz. Meskipun begitu tidak semua hak asuh anak belum mumayyiz jatuh 

kepada ibu kandung. Pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby hakim 

 
60 Amran Suadi, Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani, Menggugat Stagnasi Pembaruan 

Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 229. 
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memberikan amar putusan yang menolak gugatan Penggugat (ayah kandung) 

dengan berbagai pertimbangan seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya. Yang pada pokoknya kesalahpahaman (keegoisan) antara para 

pihak tidak dapat dijadikan alasan dalam perkara gugatan a quo. Sehingga hak 

asuh anak tetap pada Tergugat (ibu kandung).  

Dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim memutuskan 

bahwa hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat (ayah kandung). 

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak bermaksud melanggar ketentuan 

hukum yang terdapat dalam Pasal 105 maupun Pasal 156 Kompilasi Hukum 

Islam. Keputusan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menjauhkan ibu dari 

anak yang belum mumayyiz. Dalam menyelesaikan sengketa hak 

pemeliharaan anak (haḍanah) ini, majelis hakim lebih menitikberatkan pada 

kepentingan dan kemaslahatan anak. 

Selanjutnya bagaimana putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 

nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai haḍanah dalam perspektif Hukum 

Islam berdasarkan syarat-syarat pemegang haḍanah anak? Apakah putusan 

majelis hakim telah sesuai jika ditelaah berdasarkan syarat-syarat pemegang 

haḍanah berdasarkan Hukum Islam? 

Putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby memiliki amar putusan yang 

menetapkan ibu sebagai pemegang haḍanah anaknya yang belum mumayyiz. 

Lalu apakah ibu memenuhi syarat untuk memegang haḍanah anak 

berdasarkan Hukum Islam? Berdasarkan syarat-syarat pemegang haḍanah 

pada bab sebelumnya maka akan menghasilkan analisis sebagai berikut. 

Pertama, ibu memenuhi syarat berakal dan tidak terganggu ingatannya. 

Kedua, ibu adalah orang dewasa yang mampu mengurusi urusan dan 

mengasuh anak dengan bukti bahwa anak dalam keadaan baik dalam 

pengasuhannya sejak perceraian sampai dengan pesidangan. Ketiga, ibu 

mampu menjamin kebutuhan materi dan non materi anak. Buktinya ibu 
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mampu merawat dan mendidik anak, serta anak disekolahkan di Sekolah 

Dasar dan setiap sorenya mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an sehingga 

pendidikannya terjamin. Keempat, berdasarkan kesaksian para saksi ibu 

adalah seorang yang amanah dan tidak berperilaku buruk sehingga syarat 

pemegang haḍanah harus seorang yang amanah dan berbudi terpenuhi. 

Kelima, berdasarkan kesaksian para saksi ibu adalah seorang yang beragama 

Islam dan taat beribadah. Sehingga syarat pemegang haḍanah haruslah 

beragama Islam telah terpenuhi. Keenam, syarat selanjutnya adalah jika yang 

melakukan haḍanah adalah ibu maka harus memenuhi syarat belum kawin 

lagi. Sementara pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby ini status 

tergugat atau ibu sudah menikah lagi. Dengan bukti bahwa suami barunya 

menjadi saksi dari pihak tergugat. Kemudian ada pula keterangan bahwa 

suami barunya yang mengantar anak ketika akan bertemu dengan ayah 

kandung atau penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya. Ketujuh, 

pemegang haḍanah haruslah seorang yang merdeka (bukan budak) sehingga 

dapat sepenuhnya bertanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak, 

dalam perkara ini tergugat merupakan seorang yang merdeka sehingga syarat 

ketujuh terpenuhi. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa ada satu syarat 

yang tidak terpenuhi oleh tergugat sebagai pemegang haḍanah. Dalam kasus 

ini tergugat telah kawin lagi, sehingga syarat ibu belum kawin lagi tidak 

terpenuhi. Kemudian timbul pertanyaan mengapa hakim tidak melihat bahwa 

tergugat atau ibu telah menikah lagi? 

Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan bahwa tergugat telah 

menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Anas Marzuki. Tetapi dalam 

pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak mempertimbangkan masalah 

ini. Menurut analisis penulis menggunakan perspektif Hukum Islam mengenai 

syarat-syarat yang wajib dipenuhi seseorang yang akan memegang haḍanah, 

tentu saja tergugat tidak memenuhi syarat karena telah kawin lagi. Jika 
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seorang ibu yang memegang haḍanah telah kawin lagi maka dikhawatirkan 

kasih sayang untuk anaknya akan berkurang, sehingga tumbuh kembang anak 

akan terganggu. Juga dikhawatirkan bahwa suami tidak rela perhatian 

isterinya akan terbagi sehingga mempengaruhi mental anak. Sesuai dengan 

hadits Nabi berikut: 

ثَ نَا مَُْمُودُ بْنُ خَالِدٍ   ثَنِِ حَدَّ ثَ نَا الْوَليِدُ عَنْ أَبِ عَمْروٍ يَ عْنِِ الَْْوْزاَعِيَّ حَدَّ السملَمِيم حَدَّ

هِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ أَنَّ امْرأَةًَ قاَلَتْ يََ رَسُولَ اللََِّّ  عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 

ثَدْيِي لهَُ سِقَاءً وَحِجْريِ لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أبََِهُ طلََّقَنِِ إِنَّ ابْنِِ هَذَا كَانَ بَطْنِِ لهَُ وِعَاءً وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْتِ أَحَقم بهِِ مَا لََْ  تَزعَِهُ مِنِِ  فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  وَأرَاَدَ أَنْ يَ ن ْ

 61تَ نْكِحِي

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah 

tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku 

adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin 

merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah Saw. berkata kepadanya; engkau 

lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. 

Berdasarkan hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa ketika seorang 

anak menjadi korban perceraian orang tuanya maka yang berhak memegang 

haḍanah adalah ibu kandungnya. Dengan catatan bahwa ibu kandung belum 

menikah lagi. Menurut pandangan penulis majelis hakim terlalu fokus dengan 

alasan penggugat dan tergugat yang dianggap berdasarkan keegoisan masing-

masing. Sehingga mengesampingkan salah satu syarat tersebut. Dengan 

 
61 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jilid II, 165. 
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menolak gugatan penggugat maka haḍanah anak tetap ada pada asuhan 

tergugat selaku ibu kandung. 

Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby majelis 

hakim memberikan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat atau ayah 

kandung sehingga haḍanah anak jatuh kepada ayah. Menurut pendapat 

penulis majelis hakim telah tepat memberikan amar putusan demikian jika 

ditelaah berdasarkan perspektif Hukum Islam mengenai syarat-syarat 

pemegang haḍanah. 

Pertama, tergugat tidak memenuhi syarat keempat yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya. Yaitu tergugat tidak iffah atau berperilaku 

buruk. Berdasarkan bukti P.3 (kutipan akta cerai) dan dalil gugatan penggugat 

yang tidak dibantah oleh tergugat. Penggugat dan tergugat resmi bercerai pada 

tanggal 24 Maret 2020, jika dihubungkan dengan tergugat yang telah menikah 

siri dengan Adi yang masih beristeri telah memperoleh dua orang anak. 

Menurut saksi penggugat anak pertama yang bernama AL sudah berumur 3 

tahun maka selaras dengan dalil penggugat, sehingga kalau dihitung status 

tergugat ketika lahir anak pertama yang bernama AL tersebut masih berstatus 

isteri penggugat dan belum bercerai. Karena jarak cerai dari 24 Maret 2020 

belum dihitung BHT dan masa iddahnya maka patut jika penggugat 

menyatakan tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain ketika 

penggugat dan tergugat masih suami isteri. Meskipun menurut tergugat telah 

ditalak secara lisan oleh penggugat, hal itu tidak dapat dibenarkan secara 

hukum yang berlaku. 

Kedua, tergugat telah kawin lagi sehingga tidak memenuhi syarat 

sebagai pemegang haḍanah. Dalam kasus ini tergugat telah kawin lagi dengan 

seorang laki-laki yang bernama Adi. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 

dua orang anak. Maka dari itu dikhawatirkan kasih sayang kepada anak 



65 

 

penggugat dan tergugat akan berkurang karena perhatian tergugat akan 

terbagi-bagi kepada suami dan dua orang anak lainnya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan untuk 

memberikan hak haḍanah anak kepada penggugat atau ayah kandung. 

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa hak 

asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun merupakan hak ibu setelah 

terjadi perceraian, akan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan anak dan 

tergugat atau ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang haḍanah anak 

maka hakim memutuskan memberikan hak haḍanah kepada penggugat atau 

ayah kandung. 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa berdasarkan tinjauan 

Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang haḍanah anak yang telah 

diuraikan terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Surabaya pada putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby 

dan  putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam memutuskan hak 

haḍanah anak yang belum mumayyiz dalam hal ini memiliki amar putusan 

yang berbeda sehingga menghasilkan analisis yang berbeda. 

Menurut hemat penulis, majelis hakim dalam memutus perkara nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby tidak memperhatikan ketentuan mengenai syarat-

syarat pemegang haḍanah. Sehingga status tergugat atau ibu yang telah kawin 

lagi tidak dipertimbangkan. Padahal amar putusan yang diberikan majelis 

hakim adalah menolak gugatan penggugat sehingga hak haḍanah anak ada 

pada tergugat selaku ibu kandung. Sehingga jika berdasarkan perspektif 

Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang haḍanah maka tergugat atau 

ibu tidak memenuhi syarat tersebut. Sedangkan dalam putusan nomor 

2701/Pdt.G/2023/PA.Sby menurut pendapat penulis telah sesuai dengan 

Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang haḍanah karena 

mengabulkan gugatan penggugat atau ayah kandung sehingga hak haḍanah 
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anak belum mumayyiz jatuh kepada ayah. Karena tergugat tidak memenuhi 

syarat sebagai pemegang haḍanah anak dikarenakan tidak iffah dan sudah 

menikah lagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan pada sub bab sebelumya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam pemberian hak haḍanah 
kepada ayah terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 
2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby yaitu kedua 
putusan tersebut merupakan perkara hak asuh anak (haḍanah) belum 
mumayyiz yang diajukan oleh penggugat (suami atau ayah) dan tergugat 
(ibu kandung) telah kawin lagi. Majelis hakim yang memutus perkara 
nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby menetapkan amar yang menolak 
gugatan Penggugat, dikarenakan gugatan tersebut menurut pendapat 
majelis hakim berdasarkan kesalahpahaman (keegoisan) para pihak. 
Karena hal tersebut majelis hakim memutus perkara ini dengan dasar 
hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c) dan Pasal 30 
ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak. Sedangkan dalam perkara nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 
majelis hakim memutuskan untuk menetapkan hak asuh anak (haḍanah) 
kepada Penggugat (ayah kandung) untuk kemaslahatan anak dalam 
perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak. Juga karena ibu 
terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang 
berlaku yaitu perselingkuhan. Dengan alasan tersebut majelis hakim 
menggunakan dasar yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), 
Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan anak dan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 
sehingga hak asuh anak diberikan kepada Penggugat (ayah kandung). 
Meskipun keduanya memiliki amar putusan yang berbeda akan tetapi 



68 

 

dalam pertimbangan hukumnya sama-sama mengedepankan 
kemaslahatan anak. 

2. Perspektif Hukum Islam  tentang pemberian hak haḍanah anak belum 

mumayyiz kepada ayah putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 

2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby berkaitan 

dengan syarat-syarat pemegang haḍanah yaitu pertama,pertimbangan 

hukum dan amar putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menolak 

gugatan penggugat sehingga hak haḍanah tetap ada pada tergugat selaku 

ibu kandung. Jika dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam 

mengenai syarat-syarat pemegang haḍanah maka bukan keputusan yang 

tepat karena tergugat atau ibu kandung telah kawin lagi sehingga tidak 

memenuhi syarat sebagai pemegang haḍanah anak yang belum 

mumayyiz. Kedua, dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby 

majelis hakim telah memberikan amar putusan yang tepat karena 

mengabulkan gugatan penggugat sehingga hak haḍanah anak jatuh 

kepada ayah kandung karena tergugat atau ibu tidak iffah dan telah kawin 

lagi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang haḍanah anak 

yang belum mumayyiz. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada orang tua harus mampu mengusahakan keharmonisan rumah 

tangga dan menjaga keberlangsungan rumah tangga. Karena jika terjadi 

perceraian sebagai akibatnya akan berpengaruh kepada hak asuh anak, 

nafkah anak maupun ketidakjelasan atau tidak ada kepastian hukum bagi 

anak. Maka dari itu, diperlukan adanya keserasian antara ayah dan ibu 

dalam menjaga keharmonisan rumah tangga untuk menjaga kepentingan 

bagi anak. 
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2. Kepada lembaga Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan 

perkara tingkat pertama bagi umat muslim, agar senantiasa 

menyelesaikan sengketa hak asuh anak dengan memberikan penafsiran 

kritis dengan cara memahami seluruh konteks yang terdapat dalam 

ketentuan-ketentuan hak asuh anak. Sehingga dapat dicapai keadilan bagi 

para pihak dengan mengutamakan prioritas dan mendatangkan 

kemaslahatan. 

3. Kepada perguruan tinggi, agar senantiasa memberikan bekal kepada 

generasi penerus penegak keadilan dengan ilmu pengetahuan dan 

pelatihan yang semaksimal mungkin, sehingga diharapkan mampu 

menghadapi permaslahan yang timbul di masyarakat. 
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